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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR & TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMEANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bazhwa Kabupaten Konawe Selatan memilikd
kekayvaan dan potensi mineral, batubara dan
batnan yang bernilai eckonomis dan strategis
sehinpgga perlu dikelola secara optimal, mandin,
andal, transparan, berdaya saing, efisien,
berwawasan linglungan dan berkelanjutan guna
menjamin pembangunan nasional dan daerah
Konawe Selatan untuk kesejahteraan
masyarakat;

b. bahwa pengelolaan mineral dan batubara
mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor
lainnya, sechinpga perha dikendalikan dan
dikelola secara kemprehensif dan holistik;

. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomer 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, pengelolaan
pertambangan di Daerah Kabupaten Konawe
Selatan perlu disesuaikan dan diatur lebih
lanjut;




Mengingat

bahwa untuk memindaklanjuti Pasal 7 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
perli dibentuk Peraturan Daerah di bidang
pertambangan mineral dan batubara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, buruf b, huruf ¢ dan
huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang
Pengelolaan  Pertambangan Mineral dan

Batubara;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer

3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negarz Republik

Indonesia Nomor 3686), secbagmmana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267)

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran

meaoara RermnikBlilkr TnAdanegia Namar 3R



. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomoar 125;
Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439) vang telah ditetapkan menjadi
Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 [(Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah {Lembaran HNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 200G tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4459];

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049},



9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

10.

11.

12.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nemor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik
indonesia Tazhun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomeor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hulkum Acara Pidana {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145},

Peraturan Pemerintah Nemeor 45 Tahun 2003
tentang Tarf{ Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pazda Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor
G65; Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomaor 4314;

Peraturan Pemenntah Neomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan,
Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nemor 1635, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Noemor 4593);




—

13.

14.

135.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten { Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia TFahun
2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4737);

Peraturan Pemerintabh Nomor 41 Tabun 2007
tentang pedoman organisasi perangkat daerah
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintzh Nomor 22 Tahun 2010
tentang Wilayah Pertarnbangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5110);

Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2010
lentang Pelaksanaan Kegialan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
29: Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Neomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
tentang Pcmbinaan dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
85: Tambahan Lembaran Negara Repuhblik

Indomesia Nomor 5142},




18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
pengelolaan  Keuangan Daerah  Kabhupaten
Konawe Selatan (Lembaran Daerahh Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1];

19, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubaban Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tataz Kena Dhinas
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010

Nomar 5).
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BABE I
KETENTUAN UTMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
P

Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
Pemenntah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan.

3. Bupat adalah Bupat Konawe Selatan.

Gubernur adalah Grubernur Provinsi Sulawesi Tengpara.




10.

11.

12.

13.

14.

Menteri  adalah  menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
Dinas adalah Dinas Pertambangazn dan Energi Kabupaten
Konawe Selatan

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Konawe Selatan

Instansi Terkait adalah instansi pemerintah lingkup Pemerintah
Kabupaten Konawe Seclatan dan Pemerintah Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral
atau batubara yang meliputi penvelidikan umum, eksplorasi,
studl kelayakan, konstruksi, penambangan, perigolahan dan
pemurman, pengangkutan dan perjualan, serta keglatan pasca
tumbang.

Pengelolaan  pertambangan  rmineral dan  batubara adalah
optimalisasi pemanfaatan bahan galian mineral dan batubara
yvang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi meliputi aspek
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan.
Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan
untuk mempredukst mineral danfatay batubara dan mineral
itkutannya.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentult di alam, yang
memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal
teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam
bentuk lepas atau padu.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang
membentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral
vang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, serta air

tanah.

. Pertambangan batubara adalah pertsmbangan endapan karbon

yvang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut

dan batuan aspal.



16,

17.

18,

19,

20.

21.

22

23.

Usaha  perlambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan mineral atau balubara yang meliputi tahapan
kegiatan penyelidikan wumum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan  pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

lzin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah
izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang dibenkan untuk
melakukan tzhapan kegatan penyelidikan umum, eksplorast dan
studi kelayakarn.

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yvang diberikan setelah
selesal pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan
kegiatan operasi produksi.

Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IFR, adalah
1zin uniuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah
pertambangan rakyat dengan lias wilayah dan investasi lerbatas.
Penyclidikan Umum adalah tahapan kegatan pertambangan
untuk mengetahw kondisl geologi regional dan indikasi adanya
mineralisasi.

Eksplorasi adalah tahapan kepiatan usaha pertambangan untuk
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokas,
bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumberdaya terukur dani
bahan galhan, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan
hnglungan hidup

Studi Kelayzkan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
untuk memperoleh inlormasi sccara rinct seluruh aspek yang
berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis
usaha pertambangan, termasuk analisis mengenal dampak

lingkungan serta perencanaan pascatambang.




24,

29.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
vang meliputi  konstruksi,  penambangan,  pengolahan,
pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana
pengendahan dampak lingkungan sesual dengan hasil studi
kelayakan.

Konstruks:  =adalah kegiatan  usaha pertambangan untuk
melalkukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi,
termasuk pengendalian dampak lingkungan.

Badan Uszha adalah sebap badan hukum yang bergerak di
bidang pertambangan vyang didirikan berdasarkan hukum
Indonersia dan berkedudukan dslam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut
AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting
suatu usaha danfatau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bapi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Upaya Pengclolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL
dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut
UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha
dan/fatau kegialan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
Reklamasi adalah kegiatan vang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan wuntuk menata, memulihkan, dan
memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat
berfungsi kembali sesual peruntukannya.

Kegiatan pascatambang, vang selanjutnya disebut pascatambang
adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah
akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk
memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut
kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh

perusahaan untuk melaksanzkan pascatambang.



32,

22,

26.

37.

38.

40

41.

42

Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang vang berkaitan
dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Lisaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yvang kegiatannya
berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha

pertambangan.

. Izin Usaha Jasa Pertambangan,” vang selanjuinya disebut *IUJP~

adalah izin yang dibenkan kepada Pelala Usaha Jasa
Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa

pertambangan.

. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kelektif,
agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah
kabupaten yvang sama dengan WIUP dan/fatau yang bharada di
sckitar WIUP.

Wilayah Pertambangan, yang selanjuinya disebul WP, adalah
wilayah yang mempunyai potensi mineral danfatau batubara dan
tidak terikat dengan batasan administrasi pemenntahan yang
merupakan bagian dan tata ruang nasional.

Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjuinya disebut WUP,
adalah bagian dari WP yang memiliki ketersediaan data, potensi

dan/atau informasi geologi.

. Wilayah Pertambangan Rakyat, vang selanjutnya disebut WPR

adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha
pertambangan rakyat.

Wilayah Pencadangan Negara, vang selanjutnya disebut WPN,
adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan
strategis nasional.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang sclanjutnya disebut
WIUP, adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang [zin
Usaha Pertambangan.

Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjuimya discbut
WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
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44,

45.

26.

47.

48.

49,
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WIUP  Eksplorasi  adalah wilayah yang diberikan kepada
pemegang [UP Eksplorasi.

WIUP Ogperasi Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada
pemegang [UP Operasi Produksi.

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan
uniuk meningkatkan mutu mineral danfatau batubara serta
untuk memanfaatkan dan mempereleh mineral ikutan.
Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang
dan alau tempat pengolahan dan pemurnian sampa)l tempat
penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual
hasil pertambangan mineral atau batubara.

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan  usaha
pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri
dan/atau Gubernur selaku waki] pemerntah Jdi daerah untuk
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan ussha
pertambangan.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolagn  usaha
pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berialan secara
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peningkatan Nilai Tambah adalah kegiatan pengolahan mincral
dan batubara vontuk mempertinggl harga mineral dan batubara
yang bersanglutan sehingga dapat membenkan pendapatan yang
lebih tinggi bagi negara dan meningkatkan kegiatan
perekonomian.

Kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah Kegiatan UUsaha
Pertambangan Eksplorasi mineral dan batubara yang wilayahnya
lintas Kab/Kuta dan/atau kegiatan Ekaplorasi vang wilayah
operasinya berada pada 4 mil laut sampai 12 mil laut dan/fatau

berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota



52. Kegiatan Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah Kegiatan

Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral, balubara dan
batuan yang lokasi pengambilan muneral dan/atau batubara
berbeda wilayah/lokasi secara administratif dengan lokas:
pengolahan danfatau pemurnian serta pelabubhan berada &
dalam wilayah administratf yang berbeda dan/atan kegiatan
usaha pertambangan vang wilayah vperasinya berada pada 4 mul
laut sampai 12 mil laut danjatau berdampak lingkungan

langsung lintas kabupaten /kota.

BABR IT
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/fatau batubara di daerah dikelola

berasaskan:

a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan daerah;
c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas,;

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan mineral dan batubara di daerah adalah:

a.

Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendahan kegiatan
usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil puna, dan
berdaya saing;

Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku
dan/atau scbagal sumber energi untuk kebutuhan dalarm neger;

Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional
dan dacrah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional,

regional, dan internasional;



{1}

(2).

Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan
usaha pertambangan mineral dan batubara di kabupaten konawe
selatan;

Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara
serta  menciplakan  lapangan kerja untuk  sebesar-besar

kesejahteraan rakyat konawe sclalan,

BAB IIl
ORBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Objek pengelolaan mineral dan batubara meliputi jenis: mineral

logam, mineral bukan logam, batizan dan batubara;

Ruang lingkup pengeleolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Pemberian izin Usaha Pertambangan;

b. Pembinaan, pengawasan, pengendaliarn;

c. Pemberian izin jasa usaha pertambangan;

d. Pengembangan usaha pertambangan daerah;

e. Perlindungan dan pemberdayaan masvarakat disekitar area
pertambangan;,

{. Reklamasi dan pasca tambang

g. Pendapatan daerah.

BAE IV

WILAYAH PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Wilayah Pertambangan

Pasal 5

(1) Wilayah pertambangan terdir atas WUP, WPR dan WPN.

(2] Wilayah usaha pertambangan terdiri dari .

a. Wilayah usaha pertambangan radioaktif;
b. Wilayah usaha pertambangan mineral logam dan batubara;



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

{2)

c. Wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam dan
patuan.
Bupati menetapkan WPR

Pasal &

Bupat: dapat mengusulkan perubahan wilayah pertambangan

scbagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat {1) apabila :

a. Ditemukannya bahan galian mineral dan batubara yang
bernilai ckonomis di hiar wilayah pertambangan yang telah
ditetapkan,

b. Terjadi perubahan perontukan lahan untuk kepentingan
pembangunan yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan,
ckonomi dan sosial masyarakat.

Pengusulan  perubahan Wilayah Pertambanpan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huraf a, dilampiri dengan :

a. Dokumen Wilayah Pertambangan yang telah ditetapkan

b. Pcta usulan pecrubahan

c. Data penemuan dan hasil penyelidikan bahan galian mineral
dan batubara.

Pengusulan perubahan Wilayah Pertambangan sebagairmana

dimaksud pada ayat {1) huruf b, dilampin dengan :

a. Dokumen Wilayah Pertambangan yang telah ditetaplan

b. Peta usulan perubahan

c. Dokumen hasil kajian yang meliputi aspek teknis, hingkungan,
ckonomi dan sosial masyarakat.

Bagian Kedua
Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 7

Pemberian WIUP terdirT atas:

a. WIUP radioaktif;

b. WIUP mineral logam dan batubara;

c. WIUP mineral bukan logam dan hatuan.

WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢
ditetapkan oleh bupati;



(3} WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksuﬂ pada
ayat (1) hurul b dipercleh dengan cara lelang;

{4} WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ diperoleh dengan cara mengajukan

permohonan wilayah;

Pasal 8

{1} Dalam | (satu) WUP dapat terdisz atas 1 (satu) atan beberapa
WIUP;

{2) Setiap pemohon yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan
perseorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP;

{3] Dalam hal pemochon sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public),dapat
diberikan lebih dan 1 {satu) WIUP;

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian
WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 9

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) burul b, Bupat
mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada
badan usaha, koperasi, atau persecorangan dalam jangka waktu

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 10

(1] Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayal (1] dibentuizk
panitia lelang.

(2] Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksid pada ayat (1)
ditetapkan olch Bupati, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5
(lima} ¢rang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan

mineral dan/atau batubara;



(3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menglkutsertakan unsur dan Pemerintah, dan/atay pemerintah
Provins,

Pazal 11

Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Lelang WIUP meliputi;
a. Menyapkan lelang WIUP;
b. Menviapkan dokumen lelang WIUP;
¢. Menyusun jadwal lelang WIUP;
d. Mengumumkan wakiu pelaksanaan lelang WIUP;
e. Melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 {dua) kali,
apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (salu);
Menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
Melakukan evaluas: terhadap penawaran yang masuk;
. Melaksanakan lelang WIUP; dan
Membuat henta acarg hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan

=R

ok
F

pemcnang lelang WIUP.
Pasal 12

(11 Peserta lelang WIUP dapat diikuati oleh badan usaha, koperasi dan
PETSECTANgAan;
{2} Pescria lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhl persyvaratan ¢
a. Admimsiratif;
b. Teknis; dan
c. Finansial.
(3] Persyaratan administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a untuk:
a. Badan usaha, paling sedikat meliputi;
1. Mengsi formulir yang sudah distapkan panitia lelang;
2. Profil badan usaha;
3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha
pertambangan vang telah disahlkan ofeh pejabat vang
berwenang; dan

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP).



b. Koperast, paling sedikat meliputi:

1. Mengisi formulir yvang sudah disiapkan panitia lelang;

2. Profil koperasi;

3. Akte pendirian koperasi yang berperak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang; dan

4. Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP).

c. Orang perseorangan paling sedikit meliputi:

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang,

2. Kartu Tanda Penduduk; dan

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP.

d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedilat
meliputi:

1. Mengsi formuilir yang sudah disiapkan pamtia lelang;

2. Profil perusahaan;

3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha
pertambangan; dan

4. Nomor Pockek Wajib Pajak (NPWP).

(4] Persvaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b
paling sedikit meliputi:

a. Pengalaman baduan usaha, koperasi, atau perseorangan
dibidang pertambangan mineral atau batubara paling sedilat. 3
{iga] tahun, atau bag perusahaan baru harus mendapat
dulkungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atsu afiliasinya
yang bergerak di bidang pertambangan;

b. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam
bidang pertambangan dan/atau geeclogi vang berpengalaman
paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

¢. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empatf)
tahun eksplorasi.

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada avat {2) huraf

¢ meliputi:



Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan
publik;

Menempatkan jaminan kesungpuhan lelang dalam bentuk
uang funai d1 bank pemerintah sebesar 10% [sepuluh persen)
dari nilai kempensasi data informasi atau dari total biaya
pengganti investasi untuk lelang wiup yang telah berakhir; dan
Pernyataan bersedia membayar nilai lelang wiup dalam jangka
wakty paling lambat 3 (lima) hani kerja, setelah pengumuman
pemenang lclang ke bank pembangunan daerah (bpd) sulawesi
tengpara dengan kode rekening yang telah ditelapkan
Pengembalian jaminan kesungguhan lelang bagi peserta yang
dinvatakan tidak menang lelang dilaksanakan dalam jangka
waktu paling lambat 5 {lima)] hari kerja setelah pengumuman

pemenang lelang.

Pasal 13

{1} Prosedur lelang meliputi tahap:

=
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Pengumuman prakualifikasi;

Pengammilan dokumen prakualifikasi;

Pemasukan dokumen prakualifikasi;

Evaluasi prakualifikasi;

Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dekumen pralkaalifikasi;
Penetapan hasil prakualifikasi;

Pengumuman hasil prakualiiikasi;

Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
Pengambilan dokumen lelang;

Penjelasan lelang;

Pemasukan penawaran harga;

Pembukaan sampul;

m. Penetapan peringkat;

. Penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan
berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
Memberi kesempatan adanva sanggahan atas kepuatusan

lelang.



(2]

[1)

(2}

(3]

(1)

i2)

Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta lelang
WIUP vang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis
berupa:

a. Lokas;

b. Koordinal;

Jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubars;

aon

Ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;

Ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan

b B |

Status lahan.
Pasal 14

Panitia lelang dapat memberikan hkesempatan kepada peserta
lelang WIUP wyang alus prakualifikasi untuk melakukan
kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaiken
dengan jarak lokasi yvang akan dilelang setelah mendapatkan
penjelasan lelang.

Dalam hal peserta lelang WIUP yang akan melakukan kunjungan
lapangan dan mengikutsertakan warga negara asing wajib
memenuht  persyaratan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Biaya yang diperhukan untuk melakukan kunjungan lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayvat (I} dan ayat {2} dibebankan
kepada peseria lelang WIUP

Pasal 15

Jangka wakitu prosedur lelang ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 33 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan
penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {1)
huruf k.

Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitda lelang
kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.



(3)

(1)

(2}

(1)

(2)

(1)

Bupati berdasarkan usulan ﬁanitia lelang WIUP menetapkan
pemenang lelang WIUP dalam jangka waktu paling lama 7 {tujuh)
hart kerja dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
lermasuk persyaratan untuk mendapat [UP eksplorasi kepada

pemenang lelang.

Pasal 16

Dalam hal badan usaha, koperasi atau persecrangan pemenang
lelang WIUP tdak memenubh  kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2], badan usaha, koperasi atau
persenrangan peringkat benkutnya menjadi pemenang lelang.

Badan wusaha, koperasi atau perseorangan pemenang lelang
peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi kewajiban sebapaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (3).

Pasal 17

Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran hargs
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1] huruf k hanya
terdapat 1 [satu} peserta lelang, dilakukan lelang ulang.

Dalamm hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai
pemenang dengan kKetentuan harga penawaran harus sama atau
lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Parnpgraf 2
WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasaxl 18

Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan lagam dan
batuan hanya dapat dilaksanakan pada WIUP yang dibenkan
oleh bupati kepada badan usaha, koperasi, atau persearangan

dengan cara permohonan wilayah.



(2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang
terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis
lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informast
geografli yang berlalu secara nasional dan membayar biava
percadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas
pertama untuk mendapatkan WIUP.

{3) Pelaksanaan pelayanan permohonan WIUP waijib menerapkan
sistern permohonan pertama yang tclah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas pertama
untuk mendapatkan WIUP.

(4) Besarnya biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta
sebapgaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(S) Bupati dalam jangka wakiu paling lama 10 (sepuluh) han kerja
selelah  diterima permochonan wajib memberikan keputusan
mencrima atau menolak atas permchonan WIUP sebagaimana
dimaksud pada ayat {1).

{6) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan
peta WIUP benkut batas dan koordinat WIUP,

(7} Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat [5) harus
disampaikan secara tertulis kepada pemobhon WIUP disertai
dengan alasan penoclakan.

BAB V

JENIS USAHA PERTAMBANGAN, PERSYARATAN DAN
PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMEBANGAN

Bagian Kesatu
Jenis Usaha Pertambangan

Pasgal 19

{1) Usaha pertambangan mineral dan batubara terdiri dari :
a. Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi: Penyelidikan
Umum, Eksplorast lermasuk Studi Kelayakan danfataw;



b. Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi: Konstruksi,
Pecnambangan, Pengolahan, Pemurnmian, Pengangkutan dan

Penjualan.

{2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat

(3)

(1}

(2}

dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan yang
terdiri dar :
a. lzin usaha pertambangan cksplorasi;
b. Izin usaha pertambangan operasi produksi.
Izin Usaha Pertambangan schagaimana dimaksud pada ayat [2)
huruf a dan huruf b diberikan cleh Bupati kepada badan usaha,
kopcrasi atau perscorangan yang telah memperoleh penetapan
WIUP,

Pasal 20

Izin Usaha Pertambangan sebagairmana dimaksud dalam Pasal 19
ayat {2} huruf a dan huruf b diberikan untuk 1 (satu) jenis

komoditas tambang bahan galian mineral dan batubara.

Jenis komaoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaIt:
a. Mineral/unsur logam antara lain: lilum, berlium,

magnesium/monasit, kallm, kalsmim, emas, tembaga, perak,
umbal, seng, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum,
bauksit, air rakss, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit,
antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium,
yitnum, magnetit dan bes,

b. Mineral/unsur bukan logam antara lain: intan, korundum,
gralit, arscn, kuarsa, flucrspar, kriolit, vedium, brom, klor,
belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit,
oker, fluont, ball clay, hre clay, zeeolit, kaoclin, fcldspar,
bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, pirefilit,

kuarsit, zirkon, wolastonit, krisopras dan kalsedon;



.
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€. Batuan antara lain: pumice, tras, toseki, absidian, marmer,
petlit, tanah diatomae, tanah serap (fullers earth), slate, granit
dan granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit,
leusit, tanah liat, opal, batukapur, pasir sepanjang tidak
mengandung unsur-unsur mineral logam, bukan logam dalam
jumlah yang berarti ditinjau duri segt ekonomi pertambangan;
d. Batubara antara lain: bitumen padat, batuan aspal, batubara
dan gambul.
Bagian Kedua
Persyaratan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 21

Badan usaha, keoperasi atau persecrangan vang telah memperolch
penetapan WIUP, wajib memenuh! persyaratan IUP Eksploras: dan
IUP Operasi Produksi meliput :

a. Administratfl;

b. Teknis;

c. Lingloungan; dan

d. Finansial.

Pasal 22

{1} Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Fasal 21
huruf a untuk badan usaha melputi:
a. Untuk 'UP Eksplorast dan IUP Operas: Produks! mineral logam
dan batubara:

1. Surat permohonan;

2. Susunan direksi dan dafiar pemegang saham; dan

3. Burat keterangan dormistli.

b. Untuk [UP Eksplorasi dan [UP Operasi Produksi mineral
bukan logam dan batoan:

1. Surat permochonarn;

2. Profi badan usaha;

3. Akte pendirian badan usaha yung bergerak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang;

4. Nomeor Pokok Waiib Pajak {(NPWP!;



2. Susunan direkst dan daftar pemegang saham; dan

6. Surat keterangan domisili.

{2) Persyaratan administratil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

(3]

huruf a unluk koperasi meliputi:
a. Untuk 1UP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam
dan batubara:

1. Surat permohonan;

2. Susunan pengurus; dan

3. Surat keterangan dormisili.

B, Untuk 1UP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral
bukan legam dan batuan:

1. Surat permohonan,

2. Profil koperasi;

3. Akte pendirian koperasi yang bergzrak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat vang
berwenang;

4. Nomor Pokek Wajib Pajak (NPWP);

5. Susunan pengurus; dan

&. Surat keterangan domisili.

Persyaratan administratf schagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf a untuk orang perseorangan meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam
dan batubara:

1. Surat permohonan; dan

2. Surat keterangan domisili

b. Untuk [UP Eksplerasi dan TUP Qperasi Produksi mineral
bukan logam dan batuan:

1. Surat permohonan;

2. Karty tanda penduduk;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

Pl

- Surat keterangan domuisih.



{4} Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf 2 untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer
meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam

dan batubara:
1. Surat permohonan;
2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

3. Surat kelerangan dommusili

. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operast Produksi mineral

bukan logam dan batuan:

1. surat permochonan;

2. profil perusahaan;

3. akte pendirian perusahaan yvang bergerak di bidang usaha
pertambangan;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

6. surat keterangan domisili.

Pesal 23

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurul b

unttak:

a. IUP Eksplerasi, meliputi:

1.

Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli
pertambangan danjfatau geologi yang berpengalaman paling
sedikit 3 ftiga) tahun;

Peta wiup yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis
lintang dan bujur sesual dengan ketentuan sistem informasi

geografl yang berlaku sceara nasional.

b. UP operasi preduksi, mehputs

1.

Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis
lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi

geografl yang berlaku secara nasional,

2. Laporan lengkap eksplorasi;

3. Laporan studi kelayakan;



4. Rencana reklamasi dan pascatambang;

Rencana kerja dan anggaran biaya,

6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang

kegiatan operasi produks:; dan

. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geclog yang

berpengalaman paling sedilat 3 {tiga) tahun.

Paral 24

Persyaratan lingkungan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 21

huraf ¢ meliputi:

a. Untuk [UP Eksplorasi meliputi pernyataan unfuk mematuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Untuk iUP Operasi Produksi meliputi:

Permyataan  kesanggupan untuk mematuhi  ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup; dan

2. Persetyjuan delumen linglungan hidup sesual  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bhuraf d

unttuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1.

Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan
kegiatan eksplorasi darn Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Sulawesi  Tenggara dengan kode rekening vang  telzh
ditetapkan; dan

Bukti pecmbayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil
lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai
penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan
wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mimeral bukan
logam alal batuan alas permohonan wilayah.



b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh
akuntan publik;

2. Bukti pemmbayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai
penawaran lelang bagi pemenang lelang wiup yang telah
berakhir.

Bagian Ketiga

Pembenan lzin Usaha Pertambsngan

Paragraf 1

{zin Usaha Pertambangan Eksploras:
Pasal 26

{1) Pemegang WIUF mengajukan permohonan [UP eksplorast mineral
logam atau batubara kepada Bupati dalam jangka wakiy paling
lambat 5 (lima) han kerja setelah penetapan pengumuman
pemenang lelang WIUP.

(2) Permohonan sebapgaimana dimaksud pada ayat 1) wajib
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

{3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimalesud pada ayat
(1) dalam jangka waktu 5 (lima) han kerja tdak menyampaikan
permohonan 1UP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan
kesungpuhan  lelang  menjadi  milik Pemerintah  Daerah
Kabupaten.

(4] Dalam hal pemenang lelang WIUP sebageimana dimaksud pada
ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan
kepada peserta lelang urutan berikuinya secara berjemjang
dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama
dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(D) Bupati melakukan lelang ulang WIUFP apabila peserta lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat,

(&) Bupati membenkan IUP eksplorasi mineral lagam atau batubara
kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang

lelang WIUP.



Pasal 27

(1) Badan wusaha, koperasi, alau perseorangan yang telah
mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinainya dalam
Jangka waktu paling lambat 5 (lima) han kerja setelah penerbitan
peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus
menyampalkan permohonan [UP Eksplorasi kepada bupati.

(2] Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

[(3) Apabila badan usaha, koperasi, atav perseoranpgan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 {lima) hari kerja
tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan
diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah
Daerah Kabupaten.

{4} Dalain hal badan usaha, koperasi, atau persegrangan
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap
mengundurkan dini maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

{5) Bupati memberikan [UP eksplorasi mineral bukan logam atau
batuan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang

telah memenuhi persyaratan permohonan WIUP.

Pasal 28
Pemegang IUP Eksploras dapat mengajukan permohonan wilayah di

luar WIUP kepada bupati untuk menunjang usaha kegalan
pertambangantys.
Pasal 29

(1) IUP eksplorasi untuk pertambangan muneral logam dapat
diberikan dalam jangka wakiu paling lama 8 [delapan) tahun dan
tidak dapat diperpanjang meliputi :

a. Penyelidikan umum 1 {satu} tahun;
b. Eksplorasi 3{tiga}) tahun dan dapat diperpamjang 2{dua) kah

masing-masing l{satu) tahun;



(2)

(3)

(4]

¢. Studi kelayakan l{satu} tabun dan dapat diperpanjang 1 {satu)
kal: 1 {satu) tabun.

d. Jangka waktu studi kelayakan berlaku paling lama 2 jdua)
tahun;

IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral! bukan logam dapat

diberkan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan

tidak dapat diperpanjang meliputi :

a. Penyelidikan umuml (satu) tahun

b. Eksplorasi ! {satu) tahun

c. =tudi kelayakan 1 {satu] tahun

IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis

tertentu dapat diberikan dalam jangka waltu paling lama 7

(tujuh] tahun dan tidak dapat diperpanjang meliputi :

da. Penvehdikan umum lisatu) tahun:

b. Eksplorasi 2 [dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 {dua] kali
masing-masing i {(satu) tahun;

¢. Studi kelayakan 2 (dua) tahun.

IUP cksplorast untuk pertambangan batuan dapat diberikan

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga} tahun dan tidak dapat

diperpanjang meliputi :

d. Penyehdikan umum] (satu) tahun

b. Eksplorasi 1 {satu) tahun

¢, Stud: kelayakan 1 {satu) tahun

IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat dibenkan

dalam jangka waktu paling lama 7 {tujuh) tahun dan tidak dapat

diperpanjang meliputi :

a. Penyelidikan umum 1{satyy) tehun:

b. Eksploras: 2 [dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 {dua) kali
masing-masing i (satu) tahun;

c. Studi kelayakan 2 (dua) tahun.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

{2)

Pasal 30

Dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh ) harl sejak
tanggal cfcktil berlakunya IUP Eksploras:, pemegang [UP wajib
memiilai kegiatannya;

Bupati dapat mencabut IUP Eksplorasi dalam hal pemegang [UP
Eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaiksud

pada ayat (1).
Pasal 31

Sebelum  dimulainya tahun talown, pemegang IUP wagb
menylusun dan menyampaikan kepada Bupati, tentang Rencana
Kerja Jangka Panjang Eksplorasi selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sejak Tahap Eksplorasi dimulai.

Rencana Kerga Jangka Panjang Eksploras: scbhagaimana
dimaksud pada ayat (1} untuk jangka waktu paling lama 8

{delapan} tahun.
Pasal 32

Penyesuaian terhadap Rencana Kerja Jangka Panjang Eksplorasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaitukan dari
tahun ke tahun sesuai kondisi yang dihadap! melalui Rencana
Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahunan.
RKAB tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Bupati selambat-lambatnya 2 [dua) bulan sebelum RKAB
tahunan berjalan;
Bupal melakukan evaluasi teknis terhadap RKAB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Apabila telah selesai melaksanakan eksplorasi, pemegang IUP
Eksplorasi wajib mengajukan rencana Studi Kelayakan kepada
Bupati paling lambat I!{satu) bulan sebelum berakhirnya
eksplorasi dengan melampirkan laporan kegiatan eksplorasi.

Bupati melakukan evaluasi laporan kegiatan eksploras:

sebagaimana dimaksud pada ayat (1}.

——— s, -




(3] Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dilakukan ¢leh Kepala Dinas.

Pasal 34

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas
paling sedikit 5.000 {lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000
{seratus nbu} hektar.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan legam diberi WIUP
dengan luas paling sedikit 500 {ima ratus) hektar dan paling
banyak 25.000 {dua puluh lima ribu) helktar.

(3] Pemegang lUP Eksplorast batuan diberl WIUP dengan luas paling
sedikit 3 {lima) hektar dan paling banyak 5.000 {lima ribu) hektar.

(4] Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas
paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000
{lima puluh ribuj hektar.

Pasal 35

Pemegang [UP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan
usaha pertambangan eksplorasi menurut ketentuan sebagaimana

tercantiim dalam IUE.

Pasal 36

(1) Pemegang IUP Eksplorasi sewaktu-waktu dapat mengajikan
permohenan kepada Bupati untuk melepaskan selurubh atau
suatu bagian dari WIUP selama jangka waktu berlalunya [UP
Eksplorasi;

{2) Permohonan pelepasan selurth atau suatu bagian dari WIUP
sebagaimana dimaksud pada avat (1} wajib dilampiri dengan
laporan pelepasan vang memuat:

a. J3emua penemuan teknis dan geclopis vang diperoleh di WIUP
yang akan dilepas;
b. Alasan-alasan pelecpasan;
c. Data kegiatan lapangan di WIUP yang akan dilepas.
(3] Pelepasan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada sistern koordinat;



(1)

(2)

(4)

(<)

(3}

(4}

Paragraf 2

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Pasal 37

Setiap pemegang IUP ekplorasi mineral logam, batubara, mineral
bukan logam dan batuan diberikan IUP operasi produksi setelah
laporan studi kelayakan dinvatakan layak =secara teknis,
ckonomis, lingkunpgan, dan sosial olebh Bupati dalam bentuk
tertulis.

Pemegang IUP cksplorasi mineral logam, batubara, mineral
Bukan logam dan batuan mengayukan perrnohonan IUP operasi
produksi secara tertulis kepada Bupati paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhimya IUP Eksplorasi.

Bupatt membcerikan JTUP operasi produksi setelah memenuhi
kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bupati memberikan persetujuan atau penolakan  atas
permohonan IUP operasi preduksi paling lama 13 (lima belas)
han kena sejak diberikannya tanda terima bukti permohonan IUP

operasi produksi.
Pasal 38

IUP gperasi produkst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
{1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan
sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

Pemegang IUP cksplorasi dijamin untuk mempercleh IUP operasi
produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permochenan
dan memenuhi persyaratan IUP peningkatan operasi produksi.
IUP  operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta penganghkutan
dan penjualan.

IUP opcrasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.



Pasal 39

(1} TUP operasi produksi dibertkan oleh bupati, apabila lokasi
penambangan, leokasi  penpolahan dan  pemurnian, serta
pelabuhan berada di dalam 1 [satu} wilayah kabupaten/kota atau
wilayah laut sampai dengan 4 [empat} mil dart garis pantai;

{2} Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengoelzhan  dan
pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah vang
berbeda serta kepemilikannya juga berbeda pada 1 {satu) wilayah
kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari

garis pantal, |JUP operas] produksi diberikan oleh bupati.
Pasal 40

Dalam hal pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan sendin
kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan
pemurnian, keglatan penganpgkutan dan penjualan dan/atau
pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang
memiliki:

a. TUP Operasi Produks: khusus untuk pengangkutan dan penjualan;

b. TUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Pasal 41

{1) [UP Operas: Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf a diberikan olch bupati apabila kegiatan
pengangkutan dan penjualan dalam 1 (saiu) kabupaten; atau

(2] TUP Operast Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf b diberikan oleh bupati, apabila komoditas
tambang yang akan diolah berasal dar beberapa pada 1 (satu)
wilayah kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (cmpat)
rmul dari garis pantai;

{3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan, pembinaan
dan pengawasan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 hurul a dan huruf b akan diatur dalam Peraturan

Bupati.



Pasal 46

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk IUP operasi produkst

vaitu:

ol

{1)

(3)

{4)

Pemegang [UP operast produks: muneral logam dibert WIUP dengan
luas paling banyak 25.000 (dua puluh ribu) hektar.

Permegang [UP operasi produksi batubara diberi WIUP dengan Iuas
paling banyvak 15.000 (hma belas ribu) hektar.

Pemegang IUP operas) produksi mineral bukan logam dibenn WIUP
derngan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Pemegang IUP operasi produksi batuan diberi WIUP dengan luas
paling banyalk 1.000 {seribu) hektar.

Paragraf 3
Komoditas Tambang Lain dalam WIUP

Pasal 47

Dalam hal pada lokasi WIUP ditemmukan komaoditas tambang
lainnya vang bukan asosiasi mineral! yang dibenkan dalam TUP,
pemegang IUP cksplorast dan IUP operasi produksi memperoleh
prioritas dalam menguszhakan komoditas tambang lainnya yang
ditemukan.

Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha bana.
Apabila pemegang 1UP eksploras: dan IUP operast produksi tidak
berminat atas komoditas tambang lainnya scbagaimana
dimaksud pada ayat [1}), kesempatan pengusahaannya dapat
diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara
lelang atau permchonan wilayah.

Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lclang atau
permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang [UP

eksplorasi dan IUP operast produksi pertama.



{1)

(2)

(3)

(4)

(=}

(6}

Paragraf 4
Perpanjangan IUP Operasi Produks

Pasal 48

Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada

bupati paling ¢cepat dalam jangka waktu 2 {dua) tahun dan paling

lambat dalam jangka waktu 6 {enam) bulan sebeium berakhirnya

jangka waktu IUP,

Permohonan perpanjangan IUP operasi produkst sebapaimana

dimaksud pada ayat (1] paling sedikit harus dilengkapi:

a. Pcta dan batlas koordinat wilayah;

b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tigaj tahun
terakhir;

¢. Laporan akhir kegialan operas produksi;

d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan

f. neraca sumber daya dan cadangan.

Bupat: dapat menclak permeohonan perpanjangan [UP operasi

produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan

hasil evaluasi, pemegang [UP operasi  produksi tidak

menunjukkan lkdnerja operasi produksi yang baik.

Penolalktan sebagaimana dimaksud pada ayat [3) harus

disampaikan kepada pemegang IUP operasi produks: paling

lambat sebelum berakhirnya IUP operasi produksi.

Pemegang IUP operasi produks: hanya dapat diberikan

perpanjangan schanyak 2 [dua) kali.

Pemegang I[UP operasi produksi yang telah memperoleh

perparjangan [UP operasi produksi scbanyak 2 (dua)] kali, harus

mengembalikan  WIUP  operasi  produksi  kepada bupat

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlalaa.



(1)

(2)

(3)

Pagal 49

Pemegang IUP operasi produksi yang telah memperoleh
perparyangan IUP operasi produksi sebanyak 2 (dua) kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat [6), dalam jangka
wakiu 3 (tiga} tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya 1UP
berakhir, harus menyampatkan kepada bupati mengenai
keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada
WIUP-nya.

WIUP yang [UP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada
ayat [l) sepanjang masih berpotensi uniuk diusahakan, WIUP-
nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau
permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
1ni,

Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada

ayat [2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

Paragref S5
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 50

Kegiatan pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR

Pasal 51

WPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 530 ditetapkan oleh Bupati
sctelah  berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah

Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 52

Kriteria untuk menctapkan WPR adalah sebagai berikut :

a.

Mempunyal cadangan mineral sckunder yang terdapat disungai
dan/ atau diantara tepi dan tepi sungai;
Mempunyai cadangan Prnmer Logam atau batubara dengan

kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;

¢. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai Purba;

1aitaz maksimal WPR adalab 25 {dliia mnh limat hektar




¢. Menyebutkan .Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang
sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas | tahun.

Pasal 53

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,
Bupati melalui Dinas  berkewajiban melakukan pengumuman

mengenai rencand WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 54

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat vang sudah dikerjakan
tetapl belum ditetapkan sebagair WPR diprioritaskan  untuk
ditetapkan sebagal WPR
Paragraf 6
Izint Pertambangan Rakyat
Pasal 55

Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasai
50 dikelompokkan sebagai berikat :

4. Petambangan mineral logaim;

b. Pertambangan mineral bukan logam;

Pertambangan batuan,; dan/fatau

a

R

Pertambangan batubara.,

Pasal 56

{1] Bupati mcmberikan [PR terutama kepada penduduk setempat,
baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/fataug
koperas:,

(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana pada ayat (1), pemohon
wijib menyarnpaikan surat permohonan kepada Bupati.



Pasal 57

(1} Luas wilayah untuk 1{satu) IPR yang dapat diberikan kepada :

a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;

b. Kelompok perseorangan paling banyak 5 {luma) hectare;
dan/atau

c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh} hektare.

{2} IPR dibcrikan untuk jangka wakti paling lama 5 {lima) tahun dan

dapat diperpanjang.

Pasal 58

Pemegang IPK berhak :

=

Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan di bidang keselamatan
dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan
manajemen dar pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan

Mendapat bantuan modal scsuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
Pasal 59

Pemegang IPR wajib ¢

.

Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (gga) bulan
setelah IPR diterbitkan.

. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan

dan keschatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan
memenuhi standar vang belaku;
Mengelola llingkungan hidup bersama Pemerintah Daerzah;

Membayar iuran tetap dan iuran produksi , dan

. Menvampaikan laporan pelaksanaa kegiatan usaha pertambangan

rakyat secara berkala kepada pemben [PR

Pasal 6}

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pemegang

IPR dalam melalkukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaiamana

dimaksud datarm pasal 55 wajib mentaati Ketentuan persyaratan

teknis pertambangan.



(1)

(2}
i3]

{2}

(3]

Pasal 61

IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang
diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan
maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

IPE diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.

Dalam [ (satu] WPR dapat dibertkan 1 {satu) atau beberapa [PR.

Pasal 62

Setiap usaha pertambangan  rakyat pada WPR  dapal
dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
Untuk mendapatkan IPR, pemeohon harus memenuhi:
4. persyaratan agdministratif;
b. persyaratan teknis; dan
€. persyaratan finasial.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a untuk :
a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
1. Surat permohonarn;
2. Kartu tanda penduduk;
3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
4. Surat keterangan darn Kelurahan /Desa setempat.
b. Kelompok masyrakat, paling sedikit meliputi :
1. Surat permohonan;
2. Komuoditas tambang yang dimohon; dan
3. Surat keterangan dan Kelurahan/Desa setempat.
¢. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
1. Surat permohonan;
2. Nomor pokok wajib pajak;
3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang;
4. Komeditas tambang yang dimohon; dan

5. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.



{4)

(3)

[1)

[2)

(3]

(4)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b
berupa surat pernyataan yang yang memuat paling sedikit
menenai:

a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 {(dua puluh lima) meter;

b. Menggunakan pompa mekanik, pengglundungan atau
permesinan dengan jumnlah lenaga maksimal 25 {dua puluh
lirna) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan

c. Tidak mengpunakan alat berat dan bahan peledak.

Persyaratan finasial scbagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf

¢ berupa laporan keuangan 1 [satu} tahun terakhir dan hanya

dipersyaratkan bagi koperas: setempat.

Pasal 63

Dinas reclaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan,
teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam
usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyai.
Dinas bertanggung jawab terhadap pengamanan tecknis pada
usaha pertambangan rakyat yvang meliputi:

a. Heselamatan dan keschatan kerja;

b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan

c. Pascatambang.

Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud
pada avat (2], Bupali mengangkat pejabat fungsional inspektur
tambang sesual  dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Dinas wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha
pertambangan rmakyat yang berada dalam wilayabhnya dan
melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur

melalii Bupati,



Bagian Keempat

Penciutan Wilayah Jzin Usaha Pertambangan

Pasal 64

{1} Pemegang IUP eksplorasi sewaktu-waktu dapat mengajukan

permohonan kepada bupatii untuk menciutkan sebagian atau
mengembalikan seluruh WIUP.
[2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:

a.

Laporan, data dan inlormas) penciutan atau pengembalian
vang berisikan semua penemuan teknis dan geoclogis yang
diperoleh pada wilayah vang akan diciutkan dan alasan
penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil
kegiatan;
Peta  wilayah  penciutan atau pengembalian beserta
koordinatnya;
Bukti pembayaran kewajiban keuangan;
Laporan kegiatan scsua slatus tahapan terakhir; dan
Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan
atau dilepaskan.

Pasal 65

(1) Pemegang IUP eksplorasi mempunvai kewajiban untuk

melepaskan WIUP dengan ketentuan:

a. Untuk TUP mineral logam:

1. Pada tahun keempat wilayvah eksplorasi yang dapat
diperizhankan paling banyak 50.000 (lima puluah ribu)
hekiar; dan

2. Pada tahun kedelapan atau pada akhir iup eksplorasi saat

peningkatan menjadi iup operasi produksi wilayah yang
dipertahankan paling banyak 25.000 {dua puluh lima ribuj
helktar.



b Untuk IUP batubara:

1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat
dipertahankan paling banyak 25.000 {dua puluh lima ribyj
heklar; dan

2. Pada tahun ketujuh atau pada akhir wup eksploras: saat
peningkatan menjadi up operasi produksi wilayah yang
dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas rbu}
hektar.

c. Untuk [UP mineral bukan logam:

1. Pada tahun kedua wilayah cksplorasi yang dapat
dipertahankan paling banyvak 12.500 [dua belas nbu hma
ratus) hektar; dan

2. Pada tahun ketiga atau pada akhir iup eksploras: saat
peninglkatan menjadi lnup operasi produksi wilayah yang
dipertahankan paling banvak 5.000 (lima nobu) heltar.

d. Untuk IUP mineral bukan logam jems tertentu:

1. Pada tahun ketiga wilayah ec¢ksplorast yang dapat
dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima
ratus)] hektar; dan

2 Pada tahun ketujith atau pada akhir iup eksplorasi saat
peningkatan menjad: ap operasi produksi wilayah yang
dipertahankan paling banyak 5.000 {lima ribu} hektar.

. untuk IUP batuan:

1. Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat
dipertahankan paling banyak 2.500 [dua rntbu hma ratus)
hektar; dan

2. Pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat
peningkatan menjadi IUP operasi produksi wilayah yang
dipertahankan paling banyak 1.G00 (senbu) hekrar.

(2] Apabila luas wilayah maksimum wyang dipertahankan sudah
dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, pemegang IUP

eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.



(L)

(3)

(4}

(1)

(2)

Bagian Eelima
Penghentian Scmentara Kegiatan Usaba Pertambangan

Pasal 66

Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian
sementars apabila terjadi

a. Keadaan kahar;

b. Keadaan yang menghalangi; dan/atau

c. Kondisi daya dukung lingkungan.,

Penghentian  sementara  kegiatan  usaha  pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa
berlalou IUP.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada a vyat (1)
huruf a dan buruf b, penghentian sementara dilakukan oleh
Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.

Dalam hal terjadi keadaan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, penghentian sementara dilakukan oleh :

a. Inspektur tambang,

b. Bupati berdasarkan permohonzan darl masyarakat.

Paaal 67

Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat {1} huruf a harus diajukan oleh
pemegang [UP dalam jangks waktu paling lambat !4 [cmpat
belas) harr kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada
bupati untuk memperoleh persetujuan.

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan untuk jangka waktu paling lama @ (satu) tahun dan
dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Penghentian semeniara karena keadaan yang menghalang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1} huruf b diberikan
1 isatu) kali dengan jangka waktu 1 (sawu) tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun
pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan bupati.



(4]

Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimena
dimaksud pada ayal (3) telah berakhir, dapat diberikan
perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal

terkart perizinan dari instansi lain.

Pasal 68

Permmohonan perpanjangan penghenban sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3] diajukan secara tertulis dalam

jangka wakta paling lambat 30 {hga puluh) han kalender sebelum

berakhirnya 1zin penghentian sernentara.

Paszal 69

{1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian

(2)

sementara dikarenakan keadaan kahar sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) hurul a, tidak mempunyai kewajiban
untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian
sementara dikarenakan keadaan yvang menghalangi dan/atau
kondisi dayva dukung linpkunpgan sebapaimana dimaksud dalam
Pazal 53 ayat (1) huruf b, dan huruf ¢ wajib:

a. Menyampaikan laporan kepada Bupat,

b. Memenuhi kewajiban keuangan; dan

. Tetap melaksanakan penpgelolazn hingkungan, keselamatan

dan kesehatan kerja, serta pemantauzan lingkungan.

Paxal 70

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

a. Habis masa berlakunyzs; atau

b. Permohonan pencabutan dari pemegang iap.



Pasal T1

Dalam hal jangka waktu vang ditentukan dalam  pemberian
persctujuan penghentian sementara telah hahis dan tidak digjukan
perrnohonan perpanjangan  atau  permohonan perpangangan tidak

disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pagal 72

1) Apabhila kurun waktu penghentian sementara belum, berakbar dan
pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya
kembali,  dapat mengaukan  permohonan pencabutan
penghentiun sementara kepada bupati.

{2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 73

Retentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara
kegiatan usaha pertambangan diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Berakhirmmya Izin Usaha Pertambangan

Pasal T4

1) Izin Usaha Pertambangan berakhir karena:
a. Dikembalikan;
h. Dicabut; atau
c. Habis masa berlakunya.

(2) Pemegang IUP dapat menyerabkan kembali IUP sccara tertulis
kepada bupat: disertai dengan alasan yang jelas.

{3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dinyatakan sah setelah disetujui bupati.

[4) IUP dicabut apabila pemegang IUP:
a. Pemegang WP tidak memenuhi kewsjiban yang ditetapkan

dalam IUP dan peraturan perundang- undangarn;



L

b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009
dan/atau Peraturan Daerah ini; atau

¢. Pemegang IUP dinyatakan pailit.

{0) Pemegang IUP yang IUP-nya beralthir karena alasan sebagaimana
dimaksud pada avat (1} huruf ¢, wajib memenuhi dan
menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{6) Kewajiban pemegang IUP sebapaimana dimaksud pada ayat (3}
dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari
Bupati.

Pasal 75

IUP dinyatakan berakhir apabila pemegang IUP tidak mengajukan
permohonan  peningkatan  atau  perpanjangzan iahap  kegatan
dan/atau permohonan peningkatan atau perpanjangan tidak

memenuhi persyaratan,

BAB V1
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGARNG IZIN USAHA PERTAMEBANGAN

Bagian Kesatu
Hak Pemegang IUP

Pazal 76

[1) Pemegang IUP berhak untuk melakukan sebagian atau seluruh
tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan ekspiorasi maupun

kegiatan operasi produksi sesuad dengan [UP yang dimiliki.

{2} Pemegang IUP dapat memanlaatkan prasarana dan sarana umum
untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{3) Pemegang ITUP  berhak memililka mineral, termasuk mineral
ikutannya atau batubara yang telah diproduksi apabila telah
memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral

iltutan radioalonf.



Bagian Kedua
Kewajiban Pernegang {UP

Pasal 77

{1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib:

a.

Iy

Menerapkan kaidah teknik pertambangan vang baik;
Mempresentasikan rencana kerja dan anggaran biava tahunan
dan mendapatkan persetujuan dari bupati.

Mempresentasikan  rtencana kerja tahunan  pengelolaan
lingkungan dan rencana penutupan tambang;

Mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) yang burtanggung
Jawab atas pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan

hndung lingkungan lokasi penambangan;

. Pemegang wp operas: produksi melaksanakan sendiri kegiatan

penambangan;

Pemegang IUP eksplorasi dan mp operasi produksi
menyampaikan laporan triwulan dan akhir tahun untuk setiap
tahapan kegratan secara berkala kepada bupat.

Pemegang IUP operasi produksi wajib melakukan pengolahan
dan /atau pemurnian di wilayah kabupaten konawe sclatan;
Melaksanakan pengembangan dan pemberdavaan masyarakat
setempat;

Mematuhi batas toleransi dava dukung lingkungan denpan
menerapkan standar dan bhaku mutu lingkungan sesuai
dengan karakteristik suatu daerah.

Menputamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang,
dan jasa dalarn negen sesua peraturan perundang-undangan,
Membayar pendapatan negara den pendapatan daerab dan
menyampaikan bukti pelunasan kepada bupati.

Menpgunakan perusahaan jasa pertambagan lokal. Dalam hal
tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal,
pemcgang IUP dapat menpgunakan perusabaan jasa

pertambanpan nasional,

. Menvetor dana Jaminan reklamasi dan dana jaminan

pascatambang.



(2)

3)

(1)

(2)

Pemegang IUP operasi produkst dalam jangka waktu 6 {enam;)

bulan sejak diperolchnya IUP wajib :

a. Memasang tanda batas pada WIUP.

b. Tanda batas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
selesail sebelum dimulal kegiatan operasi produksi.

c. Dalam hal terjadi peribahan batas wilayah pada WIUP operasi
produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah
dengan pemasangan patok bara pada WIUP.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda
batas WIUP diatur dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan sebagaimana

pada ayat (1} hurul 2, pemegang IUP wajib melaksanakan:

a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;

b. Keselamatan operasi pertambangan;

c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan,
termasuk menyerahkan dan melaksanakan rencana reklamasi
dan rencana pasca tambang;

d. Upaya konservasi sumber daya minera! dan batubars;

e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha
pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai
memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke
media lingkungan.

BARB VIl
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7B

Bupat:  bertanggoung jawab  melakukan pembinaan  dan
penpawasan atas penyelenpgaraan dan pelaksanaan kegiatan
usaha pertambangan yang dilakukan oleh permegang IUP.

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat {2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang meliputi:



.

Pembernan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan
usaha pertambangan;

Pembenan bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

Pendidikan dan pelatthan; dan

Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauvan, dan
cvaluasi pclaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan

rmineral dan batubara.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4}

dan ayat (2] dilakukan oleh Kepala Dinas dengan obyek

pengawasan berupa:

a.

b.

C
d.

o g

—_—

.

.

Teknis pertambangan;

Pemasaran;

Keuangan;

Penpolahan data mineral dan batubara;
Konservas: sumber daya mineral dan batubara;
Keselamalan dan kesehatan kernja pertambangan;

Keselamatan operas pertambangan;

. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

Pemanfaatan barang, iasa, tcknologi, dan kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negen;
Penpembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi
pertambangan,

. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan
yang menvangkut kepentingan umum;
Pengelolaan rup; dan

Jumlah, jenis, dan muta hasil usaha pertambangan.

Bupati melaporkan secara berkala pelaksanazn pembinaan dan

pengawasan  terhadap usaha pertambangan yang menjadi

kewenangannya sekurang-kurangnya sekali dalam & (enam) bulan

kepada Gubernur.



Pasal 79

(I} Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf
a, hurat e, huruf f, huruf g, huruaf h, dan huruf 1, dilakukan oleh
Inspektur Tambang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i2) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diangkal
nleh Menteri.

3] Dalam hal Pemenntah Kabupaten belum mempunyar Inspekiur
Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemenniah
Kabupaten dapat meminta bantuan tenaga inspektur Tambang

danr Pemenntah Provinsi

Bapian Kedua
Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 80

(1} Untuk menjamin terpcniuhinya standar mutu terhadap sifat fisik
dan kimia mineral dan batubara, terlebth dahulu harus melahai
pemeriksaan dan pengujian.

{2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan pada
Laboratorium sudah terakreditasi.

BAB VIII

USAHA JASA PERTAMBANGAN, PERSYARATAN DAN
FEMRBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Baginn Kesatn
Bentuk, Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan

Pazal 81

(1} Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk badan usaha,
koperas: dan perseorangan.

(2} Berdasarkan wilayah kerjanya pelaku usaha jasa pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdin dari :
a. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal;

b. Perusshaan Jasa Pertambangan Lain.



{3) Perusahaan Jasz Pertambangan Lokal sebagaimana dirnaksud

pada ayat {2) huruf a, meliputi :
a. Badan Usaha Milik Daerah:

=3

oo

o

Koperasij;
Perusahaan kemanditer;

Perusabaan lirma,

Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;

f. Orang persecrangan, yang beroperasi terbatas di wilayah

kabupaten /kota atan provinsi tersebut.

(4} Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) huruf b adalah perusahaan yang didirikan dengan

berbadan hukum Indonesia yvang sebagian atau seluruh modainya

dirmiliki oleh pihak asing.

Bagian Kedua
Jenis dan Bidang

Pasal 82

{1} Pengusahaan .Jasa Pertambangan dikelompold<an atas :

a. Usaha Jasa Pertambangan; dan

b. Usaha Jasa Perlambangan Non Inti.

{2) Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputs :

a. Konsuhasi, perencanaan, pelaksanaan

peralatan di bidang :

1.

e U

Penyelidikan umnum;

Eksplorasi;

Studi kelayakan;

Konstrutks: pertambangan;,
Pengangkutan;

Lingkungan pertambangan;
Pascatambang dan reklamasi; dan fatau

Keselamatan dan kesehatan kerja.

dan pengujian



(3)

(1)

)

(3]

(4)

(3)

(6)

b. Konsultasi, perencanaan, dan penguijian peratatan di bidang:
1. Penambangan; atau
<. Pengolahan dan pemurnian.
Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha
selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat [3).

Bagian Ketiga
Penggunaan dan Kegiatan Jasa Periambangan

Pasal 82

Pemegang [UP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat
menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja
keglatannya mendapat persetujuan dan bupati.

Pemegang IUP sebapaimana dimaksud pada ayat (1) wapb
menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal.

Dalam hal tidak terdapat Perusahaan .Jasa Pertambangan Lokal
dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang izinnya
diterbitkan oleh menten, pemegang IUP dapat menggunakan
Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.

Pemegang IUP dapat menggunakan  Perusahaan Jasa
Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat {3) setclah
melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/fatau
nasional tetapi tidak ada Perusahaan .Jasa Pertambangan Lokal
dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan MNasional yang mampu
secara finans:al danfatau teloms.

Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan
pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksued
pada ayat (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus
memberikan schagian pekerjaan yang dulapatkannya kepada
Perusahaan Jasa Pertambangan lLokal sebagai sub kontraktor
sesual dengan kompetensinya,

Pemegang IUP  dalam mengpunakan Perusahaan Jasa
Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wapb

menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajaran.



Panal 84

Dalam hal pemegang [UP menggunakan jasa pertambangan

bherbentuk orang persecrangan hanva dapat melakukan kegiatan jasa

pertambangan sebapai beriloat :

a. Jenits usaha jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan,

dan/fatau

b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

(1)

(2)

(1)

(2]

(1]

2

Paxal B5

Setiap pemegang IUP yvang akan memberikan pekerjaan kepada
perusahaan jasa pertambang an didasarkan atas kontrak kerja
vang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran.

Pemnegang IUP dilgrang menerima imbalan {fee} dari hasil

peckeriaan yang dilakukan olebh pelaku usaba jasa pertambangan.

FPasal 86

Pemepanpg IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau
ahliasinva dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayzh
usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan
persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaralan permohonan
perselujuan ketkutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasinya
dalam usahz jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada

ayat [1) sesuai dengan peraturan di bidang pertambangan.

Pasal 87

Penggunaan Jasa Pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung
jawab pemegang [UP,

Tanggung jawsb sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi
aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja

pertambangan, dan lindungan lingkungan pertambangan.



(1)

{2}

(2)

(2)

(3}

Bapian Keempat

Perizinan

Pasal 88

Pelaku usaha jasa pertambangan dapat melakukan kegiatannya
setelah mendapatkan IUJP dart bupati.

IUJP diberikan oleh bupati kepada pelaku usaha jasa
pertambangan untuk melakukan  kegiatan usaha jasa

pertambangan dalam wilayah kabupaten Keonawe Selatan.

Pasal B9

Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dapat melakukan
kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari bupati.

SKT diberikan oleh bupati kepada pelaku Usaha Jasa
Pertambangan Nen Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk melakukan kegatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti

dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 90

IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktiu paling lama 3 (tiga)
tahun dan atas permohonan  yang bersangkutan dapat
diperpanjang.

Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam
jangka waktu paling lambat 1 {satu] bulan sebclum IUJP atau
SKT berakhir.

[UJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa
pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permchonan :

a. Banyg

b. Perpanjangan; atau

c. Perubahan.

Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
hurul ¢ diajukan apabila terjadi perubahan :

a. klasilikas; dan/atau

b. Kualifilkas:.



Pasal 91

Permohonan IUJP dan SKT diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 92

Ketentuan lebib lanjut mengenai jasa usaha pertambangan akan

diaiur letnh lanjui dalam Peraturan Bupat.

BAB IX
PENGEMBANGAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan,
dan Pemumian Mineral dan Batubara

Paragraf 1

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah
Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 93

[1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara wajib
melakukan pengelahan dan pemurnian untuk meningkatkan
nilal tambah mineral yvang diproduiksi, baik seczra langsung
maupun melalol kerja sama dengan perusahzan pemegang IUP
lainnya di Kabupaten konawe Selatan.

{2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} telah
mendapatkan [UP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan pemurnian.

{3} IUP Operasi Produksi khusus untuk pengoelahan dan pemurnian
sehagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Bupan.



(1)

(2]

(3)

(4)

(5]

{1}

(2}

Paragraf 2
Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Pasal 94

Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya
terdiri atas pertambangan:

a. Mineral Ingam;

b. Mineral bukan logam;

. Batuan; atau

d. Batubara.

Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pengolahan logam; atau

b. pemurnian logam.

Peningkatan mlai tambah mineral bukan logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf b dilaksanakan melalui kegiatan
pengolahan mineral bukan logam.

Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan melalu kegiatan pengolahan
batuan.

Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan

batubara.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 95

Pemerintah Kabupaten wajib mendorong, melaksanakan dan
Jatay memfasilitas: pelaksanzan penelitinn dan pengembangan
mineral dan batubara.

Pemeriniah  Kabupatlen wajib mendorong, melaksanakan
dan/atau memiazsilitasi penyelenggaraan dan  pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan

hatiihara



BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARARKAT

Bagian Kesatu
Perlindungan Masvarakat

Paragraf 1
Umum

Pasnl 96

(1} Masyarakal yang terkena dampak negaiif langsung dan kegalan

(2)

(3)

(1)
2

(3)

usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP berhak:
a. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam
pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian
akibat penpusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
Bupati berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat di mana kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan;
Perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayal (2] dalam bentuk memfasilitasi penyelesalan hak-hak

masyarakat dengan pihak pemegang 1UP.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah uniuk Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 97

Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi;
Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada
tempat yang ditarang untuk melakukan usaha pertambangan
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yvang berlaku.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat
dilaksanakan setelah mendapat izin dari nstansi yang

berarenang.



Pasal 98

(1) Pernegang [UP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi hanya dapat
melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dan
felah menyclesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak tanah
scsual dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beclaku.

(2) Pentyelesaian hak atas tanah dan tanaman oleh pemegang TUP
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
bertahap sesuar dengan kebutuhan atas tanah dan/atau secara
keseluruhan sesuai dengan kescpakaian antara pemegang IUP

dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 99

Pemegang IUP vang telah melaksanakan penyelesaian terhadap
bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriakaa.

Pasal 100

Hak atas IUP bukan merupakian kepermibkan Hak Atas Tanah.

Bagian Keduoa
Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 101

(1] Pemegang IUP berkewajiban membantu Pemenntah Daerah
Kabupaten dalam melaksanakan program pengembangan wilayah
dan pemberdayaan masyarakat setempat di mana lokasi icegiatan
usaha pertambangan dilaksanakan dan/atau lokasi lain yvang

terkena dampak;



(2)

(3}

(4}

{3)

(6)

Program pengembangan wilayah dan pembcerdayazan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemegang [UP berdasarkan masukan dan kesepakatan dari hasil
musyawarah antara pemegang IUP dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten, kecamatan, kelurahan dan masyarakal setempat
vang mencakup sasaran vang akan dicapal termasuk jenis dan
volume Kkegiatan, jadwal kegiatan serta biaya yang akan
digunakan;
Program Perencanaan Pengermbangan Wilayah dan Pemmberdayaan
Masyarakat yang telah ditctapkan berdasarkan hasil musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] wajib dipedomani dan
driaksanakan oleh pemegang IUP.
Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] disahkan olch
Bupati dalam bentuk dokumen pengembangan wilayah dan
pemberdayvaan masyarakat setempat;
Pemegang IUP melaporkan program pengembangan wilayah dan
pemberdayaan masyarakat setempat termasuk anggaran biaya
kegiatan kepada Bupati.
Program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dituangkan dalam
REKAB.

Pasal 102

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan

pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat

sebagaimana dimakstd dalam Pasal 91 ayat (1} kepada Bupati.

{1)
{2)

BAB X1
REKLAMAS] DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatn

Umum

Pasal 103

Pemegang [UP eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
Pemepang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi

dan pasca tambang.



(3) Reckliamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap lahan terganggu pada keglatan eksplorasi.

i} Recklarnasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayal

(2]

dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan

pertambangan dengan sistem dan metode :

d.

Penambangan terbuka; dan

b. Penambangan bawah tanah.

Pasal 104

(1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP eksplorasl wajib

memenuhi prinsip :

a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan

:dan

1

b. keselarnatan dan kesehatan kerja

(2) Pelaksanaan rcklamasi dan pasca tambang oleh pemegang 1UP

COperasi Produksi wajth memenuhi prinsip :

a.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
pertambangan,;
Kceselamatan dan keschatan kerja; dan

Konservasi rmineral dan batu bara

Pasal 105

{1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

pertambangan sebapaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1)

huruf a dan ayat {2} huruf a, paling sedildt meliputi;

d.

Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air
laut dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu
atau kriteria baku kerusakan linglungan hidup sesuai dengan
ketentuan perundang undangai;

Perlindungan dan pemulihan keaneka ragaman hayati;
Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan
batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan
siruktur buatan lainnya;

Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan

peruntukkannya;



(2)

(3)

(4}

(1)

e. Memperhatikan nilar nilai sosial dan budaya setempat; dan

f. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan
ketentuan perundang undangan.

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerju sebagaimana dimaksud

dalam pasal 104 ayat (1) huruf b dan ayat (2} huruf b, meliputs ;

a. Perlindungan keselamatan terhadap seliap pekerja/buruh;
dan

b. Perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.

Prinsip konservast mineral dan batubara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 104 ayat (2) huruf ¢, meliputi :

a. Penambanpan yang optimum;

b. Penggunaan metode dan tekneclopi pengolahan dan pernurnian
vang efektif dan efisien;

Pengelolaan danfatau  pemanfaatan cadangan marginal,

)

muneral kadar rendah, dan mineral tkutan serta batubara

kualitas rendah; dan
d. pendataan sumberdayza serta cadangan rminerzal dan batubara

vang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
Dalam hal mineral ikutan dan sisa penambangan, pengolabhan
dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat [3) huruf a,
huruf b dan huruf e, mengandung radioalktif, wajib melakukan
analisis keselamatan radiasi untuk tenorm dan melaksanakan
intervens terhadap paparan radias: yang berasal dan tenorm

sesual dengan ketentuan perundang undangan.

Bagian Kedua
Tata Laksana Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 106

Pemegang [UP eksploras: sebelum melakukan kegiatan eksplorasi
wajilb menyusun rencana rveklamasi berdasarkan dekumen
Wngkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan hngkungan
hidup.



12} Rencana reklamast sebagaimana dimaksud pada ayat {1 dimaat

(1)

(2}

(3]

(4)

(1)

(2]

(3)

(4)

dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi .

Pasal 107

Pemegang IUP eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi

kelayakan harus mengajukan permohonan persctujuan rencana

reklamasi dan rencana pascatambang pada bupati.

Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana

dimaksud pada ayat [1) digjukan bersamaan dengan pengajuan

permohonan TUP Operast Produksi.

Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] disusun berdasarkan dokumen

hngkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang

berwenang  sesuan dengan  ketentuan  peraturan  perundang

undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan :

4. Prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 104;

b. Sistem dan metode penambangan berdasarkan studi
kelayakan;

c. Kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan

d. Ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 108

Rencana rekiamasi sebapaimana dimaksud dalam pasal 106
disusun untuk jangka waktu 5 (lima] tahun.

Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dimuat rencana reklamasi untuk masing masing tahun.

Dalam hal umur tambang kurang dari 5 {lima) tahun, rencana
reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] disusun sesuai
dengan urnur tambang,

Rencana reklamas: sebapgaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2],

dan avat (3} paling sedikit memuat :



a. Tata puna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
b. Rencana pembukaan lahan;
¢. Program reklamast terhadap lahan terganggu yang meliputl
lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang
bersifat sementara dan/atau permanen;
d. Kntena keberhasilan mehpun standar keberhasilan penataan
lahan, revegetasi, pekejaan sipil dan penyelesaian akhir; dan
€. Rencana biaya reklamasi terdin atas biaya langsung dan tinaya
Ldak langsung.
(5} Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayal
(4] hruruf ¢ meliputs -
a. Tempat pemmbunan tanah penutup;
b Tempat pemimbunan sementara dan tempal perumbunan

bahan tambang;

0

Jalan;

[

. Pabrik/instalasi pengelahan dan pemurman,

e

Bangunan/instalasi sarana penunjang,
Kantor dan perumahan;

Pelabuhan khusus; dan/atau

T

Lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.

Pasal 109

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah
pesisir, dan pulau pulau kecil, perencanaan reklamasi dlakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bapian Ketiga

Rencana Pasca Tambang
Pasal 110

Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 107

memuat :

a. Profil wilayah, meliputi lokasi dan aksebilitas wilayah, kepemilikan
dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegaiatan

usaha lain disekitar tambang;



. Deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan
awal, sislern dan metode penambangan, pengolahan dan
pernurrian, serta fasilitas penunjang;
. Rona lingkungan akhir lahan pasca tambang, meliputi keadaan
cadangan tersisa, peruntukan lahan, mofolog, ar permukaan
dan air tanah, serta biolegi akuatik dan teresterial;
. Program pasca tambang, meliputi :
1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas
tambang,
2. Pemeliharaan hasil reklamasi;
3. Pengembangan dan permberdayaan masyarakat; dan
4. PemantauanOrganisasi termasuk jadwal pelaksanaan pasca
tambang;
. Kriteria keberhasilan pascalambang; dan
Rencana biaya pasca tambang meliputi biaya langsung dan hiaya
tidak langsung.
Pasal 111

Pemegang [UP Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatarnbang

harus berkonsuitasi dengan Dinas Pertambangan Dan Energi,

instansi terkait lainnya,dan masyarakat.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan

kriteria keberhasilan pascatambang diatur dengan peraturan

menten.

BAB XI1

PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN
RENCANA PABCATAMBANG

Bagian kesatm

Persetujuan Rencana Rcklamasi



(1

(2)

(3)

(1)

(2)

Paszal 113

Bupati membenkan persetlyjuan atas rencana reklamasi yang
telah memenuhi ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 107 pasal 108,dan pasal 109 dalam jangka wakiu
paling lama 30 (tiga puluhl hari kalender sejak IUP Opers:
produksi diterbilkan.

Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan
schapaimana  dimaksud dalam pasal 107,pasal 108, dan pasal
109, Bupati mengembalikan rencana rekiamasi kepada pemegang
[UP Operasi Produksi.

Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali
rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (bga

puiuh) hart kalender Bupati.

Pasal 114

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan
rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud
dalam pasal 113 apabila terjadi perubahan atas :

a. Sistem dan metode penambangan vang telah disetujui;

b. Kapasitas produksi;

Limur tambang;

L

d. Tata guna lahan;dan/fatau

e. Dokumen hngkungan hidup yang telah disetupi eleh instansi
yvang berwenang sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di indang perlindungan dan pengelolaan
hngkungan hidup.

Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} diajukan dalam jangka waktu Paling lambat 180 ([seratus

delapan puluhthari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi

tahun benkutnya kepada Bupati.



{3)

(4)

()

Bupati membenikan persetujuan  atas perubahan  rencana
rekiamasi yang telah memenubin ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasa! 107,pasal 108,dan pasal 109 dalam
jangka waktu paling lama 30 (tga puluh} han kalender sejak
menerima pengaman peritbahan rencana reklamast.
Dalam hal perubahan rencana rekiamasi belum memenuhsi
ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  107,pasal
108,dan pasal 109, Bupau mengembalhkan pengajuan perubahan
rencana reklamast kepada pemegang IUP Operasi Produlksi.
Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali
perubahan rancana rekiamasi yang telah disempumakan dalam
jangka waktu paling lama 30 {tiga puluh) han kalender Kepada
bupati.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjui mengenai tata cara pemberian persetujuan

rencana relklamasi diatur dengan peraturan mentern.

()

Bagian Kedua

Persetiujuan Rencana Pascatambang
Pasal 116

Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang
yang lelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasz! 107 pasal 110,dan pasal 111 daiam jangka waktu paling
lama 60 {enam puluh] hari kalender sejak IUP Operasi Produksi
diterbitkan.

Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 107,pasall10,dan pasal
111, bupati mengembalikan rencana pascatambang kepada
pemegang IUP Operasi Produkst.

Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembah
rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang telah discmpurnakan dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh} hari kalender kepada bupati.



Pasal 117

(1t Pemegang IUP Opcrasi Produksi wajib melakukan perubahan
rencana  pascalambang  apabila terjadi perubahan  rencana
reklamasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 114,

f2) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada bupati

(3] Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana
pascatambang vyang telah memenub: ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 107,pasal 110,dan pasal 111 dalam jangka
waktye paling lama 90 (sembilan puluh} hari kalender scjak
menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang,

{4} Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
2 {dua) tahun sebelum Akhir kegiatan penambangan.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pemberian persctujuan

rencana pascatambang diatur dengan perailuran rnenteri.

BAB XTI
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Reklamast Tahap Eksplorasi

Pasal 119

(1] Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan
eksplorasi dilakukan pada lahan vang tidak digunakan pada
tahap operasi Produksi.

(2} Lahan terganggu akibat kegiatan cksplorasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (!} meliputi habang pengeboran,sumur
uji,parit uji, dan/atau sarani penunjang.

{3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sampai memenuhi kriteri keberhasilan.



Bagian Kedua
Reklamasi dan pascatambang Tahap Operasi Produksi

Pagal 120

{1) Pemmegang [UP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi
dan pascalambang sesual dengan rencana reklamasi dan rencana
pascatambang sampal memenuhi kriteria keberhasilan.

{2} Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana
dimaksud pada avat {1),Pemegang TUP Operasi Produksi harus
menunjuk pejabat vang bertanggung jawab atas pelaksanaan

reklamasi dan pascatambang.

Pasal 121

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dan
pasal 120 wajib dilakukan paling lambat 30 {tiga puluh) hari kalender
sctelah tidak ada kegatan usaha pertambangan pada [ahan

terganggu.
Bagian ketiga
Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Paszal 122

1} Pemepang IUP Operasi Produksi wajib menyampatkan laporan
pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 {satu) tahun kepada
bupati.

{2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan
reklamast sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dalam jangka
waktu paling lambat 30 ({tiga puluh] hari kalender sejak
diterinanya laporan.

Pasal 123

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 122
ayal {2) bupati memberitahukan tngkat keberhasilan reklamasi

secard tertulis kepada pemegang [UP gperasi produksi.



Pasal 124

Dalarm  hal reklamsi berada di dalam kawasan hutan,wilayah
pesisir,dan pulau-pulau kecil, penilaian keberhasilan reklamasi

dilakukan sesual dengan ketlentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

(1) Pemegang [IUPr Operasi Produksi wajb melaksanakan
pascatambang sctelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha
Pertambangan berakhir.

[2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhr
scbelum  janpka waktu vyang ditentukan dalam rencana
pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib
melaksanakan pascatambang.

(3] Pascatambang scbagaimana dimaksud pada ayat [1) dan ayat {2}
wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh} hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiata usaha
pertambangan berakhur.

Pasal 126

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyvampaikan laporan
pelaksanaan pascatambang setiap 3 [biga} bulan kepada bupati,
i2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan
pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh] hari kalender sejak
diterimanya laporan.
Pasal 127

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 126
ayat (2] bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang
secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenal lata cara pelaporan dan evaluasi

reklamasi serta pascatambang diatur dengan peraturan menteri.



(11

(2)

(1)

(2)

{1)

BAR X1V
JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatn

Umum
Pasal 129

Pemegang IUP wajib menyediakan:

a. Jaminan reidamasi; dan

b. Jaminan pascatambang.

Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
terdiri atas .

a. Jaminan reklamasi tahap eksplorast; dan

. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Bagian Kedua

Jarminan Reklamasi
Pasal 130

Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 129 ayat (2Jhuruf a ditetapkan sesuai dengan
rencana rcklamasi  vang  disusun  berdasarkan  dokumen
lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerga dan anggaman
biaya eksplorasi.

Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito
berjangka.

Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya

tahap eksplorasi disetujui oleh bupati.

Pasal 131

Jaminan reklamasi tahap operasi  produksi  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 129 avat {2) huruf b ditetapkan sesuai

dengan rencana reklamasi.



(2) Jamiman reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
berupa :
a. Rekening bersama pada bank pemerintah;
. Deposile berjangka pada bank pemerintah;
c. Bank garansi pada bank pemernntah atau bank swasta

nasional; atau

d. Cadangan akuntansi.

i}) Penempatan jaminan reklamasi sebaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui olch bupati.

Pasal 132

Penempatan jarminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban

pemcegang [UP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 133

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan
reklamasi menunjukan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi
kriteria keberhasilan, bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk
melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan

menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 134

(1) Dalam hal jaminan reklamasi fidak menutupi  untuk
menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian
reklamasi menjad) tanggung jawab pemegang JUP,

(2] Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan
untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biava dapat dicairkan
oleh pemegang [UP setelah mendapat persetujuan dan bupati.

Pasal 135

Pemegang [UP dapat mengajukan permchonan pencairan atau

pelepasan jaminan reklamasi kepada bupati berdasarkan tingkat

keberhasilan recklamasi.



Paxal 136

Ketentuan lecbih lamjut mengena: jaminan rekiamasi diatur dengan
peraturan menteri.
Bagian Ketiga

Jaminan pascatambang
Pasal 137

{1} Juminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 129
avat (1] huruf b ditetapkan sesual dengan rencana pascatambang.

{2\ Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1)
ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada
bank pemerintah.

(3} Penempatan jaminan pascatambang sebapgaimana dimaksud pada
aval (2] dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) har kalender sciak rencana pascatambang disetujw oleh
bupati.

Pasal 138

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangikan kewajiban

pemegang [UP operasi produksi untuk melaksanakan pascatambang.

Paszal 139

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan
pascatambang menunjukan pascatambang tidak memenuhi kriteria
keberhasilan, bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk
melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau selunihnya

dengan menggunakan jaminan pascatambang,.
Pasal 140

Malam  hal jaminan pascatambang tidak menutupr  untuk
menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyciesaian
pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang pemegang [UF
Operasi Produksi.



Pasal 141

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka
waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang
pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan
pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 142

Pemegang JUP Operast Produksi dapat mengajukan permohonan
pencairan  jaminan  pascatambang kepada bupatu  dengan

melampirkan program dan rencana biaya pascatambang,

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengepai jarminan pascatambang diatur

dengan peraturan menteri.

BAB XV
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR

Pasal 144

(1} Pemenntah Kabupaten sebelum menerbitkan IPR pada wilayah
pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan
rencana  pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan
rakyat.

i2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] disusun berdasarkan dokumen
lingkungan hidup yang telabh disctujui oleh Instansi yang
berwenang scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelelaan lingkungan

hidup.

Pasal 145

(1} Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana

pascatambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 untuk

pemegang IPR.



(2) Pemegang 1PR bersama dengan bupati wajib melaksanakan
reklamasi dan pascatambang sesual dengan rencana reklamasi

dan rencana pascatambang sebagaimana dimmaksud pada ayat [1].

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengena reklamasi dan pascalambang pada
wilayah pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah

Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini.

BAB XV1
PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG

Pasal 147

1) Pemegang [UP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi
kepada pihak yang berhak sesual dengan peraturan perundang-
undangan melahn bupatl

(2) Pemegang [UP dapat mengajukan permohonan penundaan
penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} baik
sebagian atau seluruhnya kepada bupati apabila lahan yang telah
direklamasi masih diperlukan uniuk perlambanpan.

Pasal 148

Peimegang [UP operast produksi yang telah selesat melaksanakan
pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada
pihak vang berhak sesual dengan peraturan perundang-undangan

melalui bupati.

Paxzal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenail Lata cara peneyerahan lahan yang
telah selesal direklamas) dan lahan yang lelah selesai dilakukan

pascatambang diatur dengan peraturan menteri.



BAE XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 150

(1) Pemmegang [UP atau IPR vang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 103 ayat {1) atau ayat (2), Pasal 104 ayat
{1) atau ayat (2}, pasal 105 ayat {4), pasal 106 ayat (1), pasal 114
ayat {1), pasal 117 ayat (1), pasal 120 ayat (1), pasal 121,pasal 122
ayat (1), pasal 125 ayat (1), ayat (2], atau ayat (3], pasal 126 ayat
{1), pasal 129 ayat (1), pasal 141, pasal 145 ayat {2), pasal 147
ayat (1), atau pasal 148 dikenai sanksi adrmnistratif.

(2) Sanksi administratil sebagarmana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa :

a. Penngatan terwohis;
b. Penghentian sementara kepiatan;dan fatau
¢. Pencabutan IUP atan [PR.

(3) Pemegang 1UP atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan IUP atau [PR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
buruf C, ndak menghilangkan kewajibanoya untuk melakukan
reklamasi dan pascatambang.

[4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh bupati.

Pasal 151

1) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
admimstratif kepada pemegang IUP dan [UPK sebagaimana
dimaksud dalam pasal 150 diatur dengan peraturan menteri.

{2} Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pengenaan sanksi
administrasif kepada pemegang PR sebagaimana dimaksud
dalam pasal 150 diatur dengan peraturan dasrah kabupaten.



(1}

(2]

)

()

(3)

(6]

BAB XVIII
PENDAPATAN DAERAH

Pazal 152

Pendapatan daerah scbagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat
(1) buruf k terdiri dan :

a. pajak daerah;

b. retribusi dacrah;

. pendapatan lain yvang sah berdasarkan ketentuan peratyran

perundang-undangan.

d. Pemegang IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral

lopam dan batubara wajib membayar sebesar 2,5 % {dua koma
lima persen) dan keuntungan bersih sejak beroperasi kepada
Pemennlah Kabupaten.
Pembayaran sebesar 2,0 % (dua koma lima persen) dan
keuntungan bersih perusahaan pemegang {UP operasi produksi
kepada pemerintah kabupaten, sebagaimanadimaksud dalam
ayatl (1) digolongkan sebagai Penerimaan Dacrah Bukan Pajak
(PDBP)
Penenmaan Daerah Bukan Pajak (PDBP) sebagaimana dimaksud
dalam ayat [2) pasal ini dibayarkan oleh pemegang IUP operasi
produksi ke Kas [Daerah Pemerintah Kabupaten pada setiap
melakukan transaksi penjualan
Apabila dicurigai pemegang IUP operasi produksi tudak
menghitung secara benar keuntungan bersih yang diperoleh oleh
perusahaan, pemerintah kabupaten dapat menunjuk akuntan
publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan
perusahaan.
Keterlambatan pembayaran PDBP sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3] pasal ini, pemegang IUP opcrasi produksi dikenakan
denda sebesar 1 % (satu persen) perhar.
Kepada instans: pernungut diberikan upah pungut scbesar 5 %

{lima persen] dari hasil yang distor ke Kas Daerah.



Pasal 153

(1) Pemegang IUP tidak dikenai iuran produksi, pajak daerah dan
retribusi  daerah atas tanah/baiuan yang ikut tergali pada saat
penambangan.

{2} Pemegang [UP tidak dikenai iuran eksplorasi atas tanah/batuan

vang ikut tergali pada saat penambangan.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 154

Pemegang IUP dikcnakan sanksi administrasi berupa penghentian
sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan eksplorasi atau
operasi produksi apabila:

a. Tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam
Jangka waktu 6 {enam) bulan sejak IUP diberikan;

b, Memindahtangankan TUP kepada pihak lain;

¢. Tidak melakukan pengamanan terhadap jenis bahan galian
mineral dan/atau batubara [ain yang ditemukan;

d. Tidak mengutamakan penggunaan tenaga kerja danjatan jasa
lokal Sulawesi Tenggara, produk barang dalam negeri serta tidak
mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan/atau
pengusaha kecil dan menengah setempat berdasarkan prinsip
saling menguntungkan;

e. Tidak melaltukan pemurnian dan/atau pengolahan di wilayah
Kabupaten Konawe Sclatan atau dalam negeri untuk
meningkatkan nilai tambah komoditi dan penciptaan lapangan
kerja;

f. Melakukan kenjasama pengolahan dan pemurnian dengan badan
ugaha atau perorangan lzin yang tidak memiliki 1UP Operasi
Produks;

g. Tidak melakukan perubahan rencana pascatambang dalam hal
terjadi perubahan sistem penambangan, perubahan umur

tambang, perubahan sarana dan/atau prasarana tambang,



(1)

{2)

(3)

. Tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang diatur

oleh Undang-undang;

Tidak melaksanakan ketentuan kesclamatan dan kesehatan kerja
pertambangan, pengelolasn dan  pemantauan  Jingkunean
berdasarkan standar baku mutu lingkungan, termasuk kegiatan
reklamasi, upaya konservasi, pengelolaan sisa suatu kepiatan
serta norma-norma praktek pertambangan yang baik dan benar;

Memakal jasa badan usaha atau perscorangan yang tidak

memilikl 1zmn usaha jasa pertambangan;

Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha pertambangan
secara berkala kepada Bupati.
Tidak membayvar PRBP sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari

keuntungan bersih perusahaan kepada pemerintah Kabupaten.

Pasal 155

Bupati dalam memberikan sanksi administratf kepada pemegang
IUP dan pemegang i2in usaha jasa pertambangan terlebih dahulu
harus membenkan peringatan tertulis.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 320 [tiga puluh) hari,
peringatan terlulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tdak
dilaksanakan oleh pemegang IUP, maka pemegang IUP diberikan
sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau selaruh
kegiatani Eksploras) atau Operasi Produksi;

Apabila dalam janpka waktu paling lama 30 (tiga puluh) har
setelah  pengehentian  sementara diberikan  sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) telah berakhir dan pemegang IUP tidak
dapat atau gapal memperbaiki kesalahannya, Bupati dapat
mencabut TUP dan menghentikan sehurrith kegiatan usaha

pertambangan secara permanen.



f1)

(2)

BAR XX
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN

Pasal 156

Penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat
Penyidik Pegawai Negen Sipil (PPNS) sesuar dengan wilayah
hukm vang ditentukan;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah :

a. Mencrima, mencari, mengumpuikan, dan menchitt keteranpgan
atau laporan berkenzan dengan tindak pidana di bidang
pertambangan mineral dan batubara agar keterangan atau
laporan tersebut menjad: lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenail
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di badang
pertambangan mineral dan batubara;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan schubungan dengan tindak pidana dif bidang
pertambangan mineral dan batubara;

d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lam berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan
balubara;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti,
pembukuan, pencatatan, dan dekumen-dekumen lain serta
metakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminia bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tupgas penyidikan tindak pidana di idang pertambangan
mineral dan batubara;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa 1dentitas sescorang dan atau
bahan dokumen yang dibawa sebagaiman yang dimaksud
dalam huruf ¢;

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang

. . . (. . S TR I



1. Memanggil orang untuk mendengar Kketerangannya dan
diperiksa sebagai tersanpka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa
tersebut dan bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melall] penyidikan umum memberitahukan hal  lersebut
kepada penuniut umum, tersangka, atau keluarganya;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan pidana di bidang pertambangan mineral dan
batubara menurut hukum vang dapat dipertanggang
jawabkan.

(3] Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menvampaikan hasil penyidikannya
kepda penuntut umum melalui penyidik poln sesuval dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor & tahun

1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XXI1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 157

Setiap orang vang melakulkan usaha penambangan tanpa [UP
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2], dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh mihar rupahj).

Pasal 158

Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan
Eksplorasi dan Operasi Produksi dengan tidak benar atau
menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluzh) tahun clan denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh mihar rupiah).



Pasal 159

(1) Setiap orang yvang melakukan cksplorasi tenpa memiliki TUP
schagaimana dimalesud datam Pasal 19 ayat {2) huruf a dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp200.000.020,00 [dua ratus juta rupiah).

{2} Betiap orang yang mempunyal [UP Eksplorasi tetapi melakukan
kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima} tahun dan denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pagal 160

Setiap orang atau pemegang [UP Operasi Produksi yang
menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan  dan
pemurnian, pengangkutan, penjualan minerai dan batubara yang
bukan dari pemegang [UP dan izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2} dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
{sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00
{sepuluh miliar rupiah). Setiap orang yang merintangi atan
mengganggl kepiatan usaha pertambangan dari pemegang [UP vang
telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimatsud dalam Pasal
86 ayvat (1) dipidana dengan pidana lurungan pahng lama 1(satu)
tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
ruptak).
Pasal 161

{1} Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini
dilukukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan
pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga] kah dan ketentuan

maksimum pidana denda yang dyatuhkan.



(2} Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada avat (1} dan
hulaum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. Pencabutan izin usaba; dan/ atau
b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 162

Selaun ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal

105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 kepada pelaku tindak

pidana dapat dikenal pidana tambahan kerupa:

a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak
pidana;

b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
atau

¢. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
Pasal 163

Setiap orang yanpg menpeluarkan [UP yang bertentangan dengan
peraturan ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi
pidana paling fama 2 {dua} tahun penjara dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah].

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 164

Rencana reklamasi dan/atan rencana pascaiambang yang
disampaikan oleh pemegang kontrak karva, perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara, dan pemegang JUP yang telah
memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum
berlakunya peraturan pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan
wajib menyesuaikan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca
tambang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintab ini dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan



(1)

(2)

Pasal 165

Pemegang kontrak karva, perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara, dan pemegang IUP eksplorasi vang
behim menempatkan jaminan reklamas: sebelum berlakunya
peraturan daerah in: wajib menempatkan jaminan reklamasi
sesuan dengan ketentuan peraturan daerah ini dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan
daerah im.

Pemegang kontrak karya, perjarjian karya pengusaha
pertambangan batubara, dan pemegang IUP operasi produlesi
vang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca
tambang  sesual dengan  peraturan daerah  in, wajb
menempatkan jaminan reklamasl dan jaminan pasca tambang
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya

peraturan daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 166

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah i

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut

dengan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Konawe

Selatan.



Pasal 167

Perataran Dacrah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahlinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Minerzl Dan
Batubara ini dengan penempatannya dalamm Lembaran Daerah

Provins Sulawes] Tenggara.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal R oliipec, 2012

BUPATI Kﬂﬂ}/ﬁ?}ﬂ

——— T ———
H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal & ~AYeves 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Dty

H. BARDJUN MOKKE

LIEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2012
HOMOR



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR: #  TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

[. UMUM

Pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia selama kurang
lebih empat dasawarsa didasarkan pada Undang-undang Nomor 11
Tahun 1967. Undang-undang Init telah memberikan sumbangan
yang penting bagl pembanpunan nasional.

Dalam perkembangannya  lebih  lanjut, Undang-undang
terscbut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak
scstal dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di
masa depan. Disamping ifu, pembangunan pertambangan harus
menyesuaikan diri  dengan perubahan lingkungan strategis.
Tantangan utama vang dibadapi cleh pertambangan mineral dan
batubara adalah  pengaruh  globalisasi yang  mendorong
demokratisasi, otonomi dacrah, hak asasi manusia, lingkungan
hidup, perkembangan tekneclogi dan infermasi, hak atas kekayzan
intelekiual  serta funtutan peningkatan peran swasta dan
masyarakal. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan
rmenjawab  sejumlah permasalahan tersebut, disusunlah Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Miineral dan
batubara yang selanjutnya dibuat Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan tentang Pengelolaan Pertambangan Mincral dan
Batubara yang dapat memberikan landasan hukum bag langkah-
langkah pembaharuan dan penataan kembali Kegiatan Pengelolaan
dan Pengmsahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kenawe
Selatan.

Peraturan Daerah 11 mengandung pokok-pokck pikiran
sebagai berikut:



T

1I.

. Mineral dan batubara sebagai sumberdaya yang tak terbaharukan

dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendayagunaannya
dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemernntah Daerah bersama
dengan pelaku usaha.

Pemerintah seclanjutnya memberikan kesempatan kepada badan
usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan,
maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan
mineral dan batubara didasarkakkn zin, vang sejalan dengan
otonomt daerah, diberikan ¢leh Pemernntah dan/atau pemerintah
daerah sesual dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah, pengelolaan perlambangan mineral dan batubara
dilaksanakan berdasarkan pnnsip eksternalitas, akuntabilitas,
dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
Usaha pertambangan harus memberi manfaat ckonomi dan sosial
yvang scbesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan
wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha
keell dan menengah  serta mendorong  tumbuhnya  industri
penunjang pertambanguan.

Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan
usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan
prnsip  hngkungan  hidup, transparansi, dan partisipasi

masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

BAE I Ketentuan Umum

Pasal 1, angka 1 sampai dengan 53

cukup jelas

BAB Il Asas dan Tujoan

Pasal 2
Hural a sampai dengan ¢

cukup jelas



Huruf d
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan adalah asas vang yang secara
terencana menginiegrasikan dimensi ckonomi,
hngkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan
usaha periambangan mineral dan batubara untuk
mewuiudkan kescjahteraan masa kinmi dan masa akan
datang.

Pasal 3
Cukup jelas

BAB III Objek dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Cukup jelas
BAB IV Wilayah Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal ©
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jclas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas



Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 16 sampai dengan pasal 18
Cukup jelas
BARB V Jenis Usaha Pertambangan, Persyaratan, dan Pemberian
Izin Usaha Pertambangan
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21 sampa dengan pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 21
Culkup jelas
Pasal 52
Huruf a
Yang dimaksud dengan peti dan tepi sungai
adalah daerah akumulasi pengayvaan mineral skunder
{pay streak) dalam suatu meander sungai.
Huruf b sampai dengan huruf {
Cukup jelas

Pasal 53
Pengumuman rencanA WPR dilakukan di kantar

desa / kelurahan dan kantar /[ instansi terkalt;
dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan
lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan
dilengkapi dengan daltar pemegang hak atas tanah
yang herada dalam WPR.



Pasal 54 sampail dengan pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Aval (1) dan ayat (3}
Cukup jelas
Aval (2)
Penetapan WPR didasarkan padz Perencanaan
dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi
melalui sistem informasi WP.
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal &4

Cukup jclas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal &7

Cukup jelas
Pasal 68

Culup jelas
*asal 69

Cukap jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jclas
Pasal 73

Cukup jelas



Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
BAB VI Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
BAE VII Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal &0
Cukup jelas
BAB VII1 Usaha Jasa Pertambangan, Persyaratan dan Pemberian
Izin Usaha Jasa Pertambangan
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal &4
Culup jelas
Pasal 85
Cukup jclas
Pasal 86
Cukup clas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas



Pasal 89
Cukup jelas
Pasal GO
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jclas
BAB [X Pengembangan Usaha Pertambangan
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal Y4
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
BAB X Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal Y6
Cukup jelas
Pasgal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 1032
Avat {1}
Ketentuan mengenal dana jaminan reklamasi dan
dana jaminan pascatambang berisi antara lain besaran,
tata carn penvetoran dan pencairan, serta pelaporan

penggunaan dan jaminan.



BAB XI Rekiamasi dan Pasca Tambang
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jeclas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jeias
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (4]
Cukup jelas
Avat [3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah
ditambang disesuaikan dengan status lahan
dan tata ruang saat dokumen hngkungan hidup
disusun.

Tata puna lahan sesudah ditambang
discsuaikan dengan peruntukan [ahan
pascalambang  sesua dengan kesepakatan
dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Hurul b

Pembukaan lahan dalam ketentuan ini
antara lain kegiatan pembersihan lahan (land
clearing] dan penggalian untuk keperluan
tambang, timbunan, jalan, kolam sedimen, dan

kegiatan sarana penunjang.



Huruf ¢

Program reklamasi iethadap lahan terganggu
mencakup program pemulihan untuk kurun waktu
2 (bma) tahun yang dirinci setiap tahun melipui :
lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan
peralatan vang akan dipunakan dalam reklamasi,
sumber material pengisi untuk back filling,
revegetasi,pekenaan sipil sesual peruntukan lahan
bekas tambang, pemeliharaan, pcmantauan dan
rincian biaya rekiamasi.
Huruf d

Cukup jelas

Hurul e

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliput
biaya penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan
dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan
sipil sesual peruntukan lahan pascatambang.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini
meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alal,

perencanaan rcklamasi, administrasi, dan supervisi.

Avat [D)

Paszl 109

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 110

Culcup jelas

Pasal 111

Huruf a

Culkup jelas

Hluruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas



Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf {

Cukup jelas
Hurul g

Biaya langsung dalam ketentvan m meliputi
biaya pascatambang pada tapak bekas tambang,
fasilitas pengolahan dan  pemumian, {asilitas
penunjang, pemeliharaan dan peralatan,sosial dan
ekonomi, serta pemantauarn.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan  im
meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat,

perencanaan pascatambang,administrasi dan supervist.

Pasal 112

Konsultasi dalam ketentuan ini adalah dalam
rangka tukar pikiran untuk mendapatkan  saran
terbadap penyusunan program rencana pascatambang.

Instans) terkant lainnya dalam ketentuani ini
antara lain instasi pemerintah, pemerintah
provinsi dan/atau  pemerintah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
lingkungan hidup, kehutanan, atau tata roang.

¥Yang dimaksud dengan "masyarakat™ adalah
warga masyarakat yang terkena dampak langsung

kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Culkup jelas

Pasal 116



Cukup jelas
Pasaf 117
Cukup jelas
Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas
Axyat {2}
Cubkup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avyat (4)
Batas waktu 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk
memberikan waktu yang mencukup bag pemegang [UP
Operasi Produksi untuk mempersiapkan pelaksanaan
pascatambang, sepert lelang pelaksanaan kegiatan,
pengaturan peralatan dan karyawan, dan lain-lainnya.
Pasal 119

Cukup jelas
Pasal 120

Cukup jelas
Pasal 12]

Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat® yang
bertanggungjawab atas pelakasanaan reklamasi dan
pascatambang.

Pasal 122

Pelaksanaan reklamasi wajlb  dilaksanakan
secepatnya uniuk menghidan kerusakan lahan yang
lebih parah dan untuk chisiens) penggunaan peralalan,

bahan, dan sumber daya manusia.




Pasal 123

Cukup jelas
Pasal 124

Cukup jelas
Pasal 125

Cukup jelas
Pasal 126

Avat (1)

Pelaksanaan pascatambang dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan tahapan pengakhiran
kegiatan usaha pertambangan atau seccara sekaligus
dan menyeluruh setelsh  seluruh  kegiatan usaha
pertambangan berakhir.

Avat (2}

Berakhimya kegiatan usaha pertambangan
scbelurn jangka waktu yang ditenlukan dalam rencana
pascatambang, dapat ternad: karena ketidaklayakan
usaha pertambangan sccara permancr.

Ayat [3)

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas
Pasal 128

Cukup jelas
Pasal 129

Cukup jelas
Pasal 130

Cukup jelas



Pasal 131
Ayat (1)

Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus
menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

Biava pelaksanaan reklamasi dalam ketentuan ini
dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh
pihak ketiga.

Avat ()
Cukup jelas
Ayal (3)
Cukup jelas
Pasal 132
Avat (1]

Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus
menutupi selurnuh biava pelaksanaan reklamasi.

Biaya peclaksanaan reklamasi dalam ketentuan imi
dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi dalam
pihak ketiga.

Ayat (2)
Hurut a
Yang dimaksud rekening bersama [escroiv
accourtt) dalam  ketentuan ini merupakan rekening
antara pemegang IUP dengan bupati  sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Avyat (3}
Cukup jelas



Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Mhak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor
pelaksanaan reklamasi
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Culkup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Avyat (1)

Jaminan pascalambang dalam  ketentuan ini
harus menutupi scluruh hava pelaksanaan pekerjaan
pascatambang.

Biaya pelaksanaan pascatambang  dalam
kelentuan ini1 dihitung berdasarkan pascalambang vang
dilakukan olch pihak ketiga.

Ayat (2]
Cukup jelas
Avat (3]
Culup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Pihak Lketiga dalam kelentuan  ini adalah
kontraktor pelaksanaan pascatambang.
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jclas
Pasal 143
Cukup jelas



Pasal 144

Cukup jelas
Pasal 145

Cukup jelas
Pasal 146

Cukup jelas
Pasal 147

Cukup jelas
Pasal 148

Avat (1)

Lahan vang telah direklamasi adatah lahan yang
telah  memenuhi kriterta keberhasilan reklamasi
berdasarkan evaluasi oleh bupati.

Ayat |2)

Bupati dapat memberikan penundaan
penyverahan [ahan sepanjang sesual dengan perjaniian
penggunaan  tanah antara pemegang IUP dengan
pemegang hak atas tanah atay izin pinjam  pakai
kawasan hutan.

Pasal 149

Dinyatakan selesai melaksanakan  pasca
tambang apalila memenuhl  krileria  keberhasilan
pascatambang berdasarkan evaluasi oleh bupati.

Pasal 150
Cukup jelas

Fasal 151
Cukup jelas

Pasal 152 sampai dengan pasal 167
Cukup jelas



PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2010
TENTANG

REKLAMASI DAN PASCATAMEBANG

1. UMUM

Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanfutan,
kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan
memperhatikan  prinsip lingkungan hidup, transparansi dan
partisipasi masyarakat.

Kegistan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat
dapat menimbulkan dampak neganuf terhadap lingkungan, terutama
gangguan keseimbangan permukaan {anah yang cukup besar.
Dampak lingkungan akibal kegiatan pertambangan antara lain
penurunan produklivilas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya
erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan lanah atau longsoran,
terganggunya flora dan fauna, terganggunya keschatan masyarakat,
serla perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu dilakukan
kegiatan rcklamasi dan kepialan pascatlambang yang tepat serta
terintegrasi dengan  kegiatan pertambangan. Kegiztan reklamasi
harus dilakukan sedini mungkin dan tidalk harus menunggu proses
pertambangan secara keseluruhan selesal dilakukan.

Praktik terbaik pengelolaan lingkungan dipertambangan
menuntut proses yang terus menemus dan terpadu pada seluruh
tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh
tahapan kegiatan dalam rangka peneliian, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyehdikan
umum, cksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pernurmian, pengangkttan dan penjualan, serta

kegiatan pascatambang.



Perencanaan  dan  pelaksanaan  yang tepat merupakan
rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan  dan
berwawasan lingkungan schingga akan mengurangi dampak negatif
akibat kegiatan usaha pertambangan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Avat {1)
Cukup jclas
Ayal (2)
Cukup jelas
Avat [3)
Cukup jelas
Avat {4}
Huruf a
Tata guna lahan sebelum dan sesudah
ditambang disesuaikan dengan stalus lahan dan
tata ruang saat dokumen lingkungan hidup disusun.
Tata puna lahan sesudah ditambang
discsuaikan dengan peruntukan iahan
pascatambang sesuai dengan kesepakatan denpgan

pemilik lahan dan tata ruang.



Huruf b

fembukaan lahan dalam ketentuan ini
antara lain kegiatan pembersihan lahan (land
clearing) dan penggalian untuk keperluan tambang,
timbunan, jalan, kolam sedimen, dan kegiatan
sarand penunjang.
Huruf ¢

Frogram reklamasi terhadap lahan terganggu
mencakup program pemulihamn untuk  kurun
waktu o {lima) tahun yang dirinci setiap tahun
meliputi ;. lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik
dan peralatan vyang akan digunakan dalam
reklamasi, sumber material pengisi uniuk back
hlling, revegetas:, pekerjaan sipil sesual peruntukan
lahan bekas tambang, pemelhharazn, pemantauan
dan rincian biaya reklamasi.
Hurul d

Cukup jelas
Hurul e

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi
biava penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan
dan penanggulangan air asam tambang, pekenasan
sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini
melipull hiaya mobilisasi dan demobilisasi alat,

perencanaan reklamasi, administrasi, dan supervisi.

Avat (5]

Pasal 104

Culcup jelas

Culkup jelas

Hasal 110

Cukup jclas



Pasal 111
Huruf a1

Cukup jelas
Hurul b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Hurof e

Cukup jelas
Huruf {

Cukup jelas
Huruf g

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya
pascatambang pada tapak bekas tambang, fasilitas
pengolahan dan pemurnian, lasiitas  penuniang,
pemcliharaan dan peralatan,sosial dan ekonomi, serta
pemantauan.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan im meliputi
btaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan
pascatambang,administrasi dan supervisi.

Pasal 112

Konsultasi dalam ketentuan ini adalalk dalam rangka
tukar pikiran untuk mendapatkan  saran terhadap
penyusunan program rencana pascatambang.

Instansi terkait lainnya dalam ketentizani ini antara
Jain instasi pemenntah, pemenntah provinsi,dan/atau
pemerintah kabupaten/kota vang menyelenpggarakan
urusan  pemenntahan  dibidang lingkungan  hidup,
kehutanan, atau tata ruang.

Yang dimaksud dengan "masyarakat® adalah warga
masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha

pertambangan.




Pasal 113

Cukup jelasz
Pasal 114

Cukup jelas
Pasal 115

Cukup jelas
Pasal 116

Cukup jelas
Pasal 117

Cukup jelas
Pasal 118

Avat 1)

Cukup jelas
Avat {2)

Culup jelas
Avyal {3)

Cukup jelas
Ayat (4}

Batas waktu 2 (dua} tzhun dimaksudkan untuk
membenkan waktu yang mencukupi bagi pemegang [P
Operasi  Produksi untuk mempersiapkan pelaksanaan
pascatambang, sepert  lelang pelaksanaan  kegiatan,
pengaturan peralatan dan karyawan, dan lain-lainnya.

Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Ayat {1)

Cukup jelas
Avat (2}

Yang dimaksud dengan "pejabat” yang
bertanggungjawalb atas pelakasanaan reklamasi dan

pascatambang.



Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah keontraktor
pclaksanaan reklamasi
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 136
Cuicup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Avat (1)

Jaminan pascatambang dalam ketentuan ini harus
menutupr seluruh biaya  pelaksanaan  pekerjaan
pascatambang.

Biaya pelaksanaan pascatambang dalam kctentuan
ini dihitung berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh
pihalk ketiga.

Avat ()

Cukup jelas
Ayatl (3}

Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adaiah kontraktor

pelaksanaan pascatambang.
Pasal 141

Cukup jelas
Pasal 142

Cukup jelas
Pasal 143

Cukup jelas



Pasal 144

Cukup jelas
Pasal 145

Cukup jelas
Pasal 146

Cukup jelas
Pasal 147

Cukup jelas
Pasal 148

Ayat {1}

Lahan yang telah dircklamasi adalah lahan yang
telah mementhi kniteria  keberhasilan reklarnas:
berdasarkan evaluasi olch menteri, gubernur, atau

- bupati fwalikota sesual dengan kewenangannya
Ayat (2]

Menteri, gubernur atau bupatifwalikota dapat
memberikan penundaan penyerahan lahan sepanjang
sesual  dengan  perjanjian penggunaan  tanah  antara
pemegang [UP dengan pemegang hak atas tanah atau izin
pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 149
Dinyatakan selesal melaksanakan pascatambang apabila
memeniuhi  kriteriakeberhasilan  pascatambang  berdasarkan
evaluasi oleh Menteri, Guberbur, atau bupati/walikota sesual
dengan kewenangannya,
Pasal 150 sampai dengan Pasal 154
Cukup jelas
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